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MOTTO :
Tbrkadang, naifnya, agar keadilan bisa

cicapai atau didekati, diperlukan “ pelanggaran “
terhadap aturan-aturan tertentu yang sudah

terlanjur memiliki keabsahan yuridis dan
birokratis. LWéngapa ? Karena aturan-aturan

texsebut lahir tidak sungguh-sungguh “ dibidani “
oleh rasa pemahaman keadilan yang mendalam. Maka
salah satu sisi potret kasusnya adalah konflik

antara peraturan melawan keadilan *

*) Emha Ainun Nadjib (dalam " Lingsem” Harian SUARA
PEMBAHARUAN 17 MEI 1991 )
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RINGKASAN

Tingkah laku manusia pada dasarnya dimotivasi oleh
keinginan untuk memperoleh tujuan tertentu. Pencapaian
tuajuan tersebut akan melibatkan proses pengambilan
kaputusan yang subyektif sifatnya, yang merupakan
keluaran parsial kendala-kendala normatif situasional
Lertentu.

Oleh sebab itu ketika seseorang berhadapan dengan
kendala-kendala normatif tertentu yang menghambat
tujuannya, cenderung melakukan pelanggaran hukum tertentu
untuk mensiasati suatu kondisi situasional yang menurut
mereka kurang memenuhi rasa keadilan. Karena merupakan
Suatu kenyataan selama ini bahwa hukum tidak beroperasi
di dalam ruangan yang kosong. Dalam perspektif demixian
maka hukum selalu berwarna, selalu berpihak, dan selalu
sangat relatif, relasional dan selalu kontekstual dengan
permasalahan keadilannya. Bagaimana seorang pemegang
p2ran bertingkah laku adalah merupakan hasil penjumlahan
( resultante ) dari semua kekuatan-kckuatan vyaitu yang
berasal dari orang { personal forces ) dan yang berasal
dari masyarakat ( societal forces Ahe

Bertitik tdlak ' dari pemikiran diatas, maka ada
bocberapa permasalzhan yang berkaitan dengan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan vyaitu
terjadinya konflik antara peraturan melawan keadilan.
DPimana PT. HUTAMA KARYA dkk diajukan ke Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat oleh PT. JAYA READMIX dkk untuk dapat
dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat
{( 1 ) Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang
Kepailitan.

Beberapa persoalan vyang timbul yaitu apa dasar
kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menerima
permohonan kepailitan dalam kasus kepailitan PT HUTAMA
KARYA terscbut; apa dasar pertimbangan  hakim dalam
mengadili permohonan kepailitan tersebut, dan
bagaimanakan tinjauan sosio-yuridisnya kaitannya dengan
ketentuan pasal 1 ayat ( 1 ) undang-undang Kepailitan.

Tujuan venyusunan skripsi ini adalah untuk
mengetahui dan membahas dasar pertimbangan hakim dalam
mengadili  permohonan kepailitan dalam kasus kepailitan
PLULHUTAMA - KARYA.  dan  untuk mengetahui dan membahas
persoalan hukum terkait dengan penerapan pasal 1 ayat
{ 1 ) Undang-undang Kepailitan seccara lebih komprchensif
dan proporsional dalam kaitannya dengan usaha-usaha yang

Xiii
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ditempuh oleh PT. HUTAMA KARYA ( BUMN ) untuk dapat
meloloskan dirinya dari vonis pailit Majelis hakim.

Metode peayusunan menggunakan tinjauan sosiologis-
yuridis, sedangkan prosedur pengumpulan dan pengolahan
data yang penyusun gunakan adalah melalui studi literatur
dan studi dokumentasi. Dalam menganalisa data dan
rermasalahan vang akan dibahas penyusun menggunakan
metode deskriptif kualitatif yang kemudian ditarik
kesimpulan dengan metode deduktif.

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori yang
dituangkan dalam tulisan ini sebagai bahan untuk membahas
permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa PT.
HUTAMA KARYA dkk terpaksa melakukan pelanggaran hukum
dengan mensiasati “ celah hukum “ dalam ketentuan pasal 1
ayat (1 ) WUndang-undang Kepailitan dengan mengingat
kondisi obyeklLi! bahwa beban utangnya hanya sebesar
/272 dari toetal aset yang dimiliki, sehingga secara akal
sehat mampu ( profitable ) untuk dapat melunasi hutangnya
dan  sangat tidak adil apabila divonis pailit oleh
Mahkamah Agung.

Adapun saran-saran yang dapat penyusun ajukan disini
adalah seharusnya para subyek yang bersengketa dengan
cilandasi semangat penyelesaian “ win-win solution “lebih
diutamakan untuk berunding/bersepakat melakukan usaha-
usaha yang menguntungkan kedua belah pihak melalui Upaya
Penundaan Pembayaran Utang ( PKPU ) daripada menempuh
jalan kepailitan.

X1V
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai akibat dari krisis moneter yang

berkepanjangan yang di mulai sejak pertengahan tahun
1997 vyang lalu. Saat ini makin banyak dunia usaha vyang
tidak dapat memer.uhi kewajibannya. Di dalam dunia hukum,
debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada
kreditur dapat dinyatakan pailit, karena bila hal itu
dibiarkan Dberlarut-larut akan dapat mengganggu tatanan
kehidupan ekonomi yang sudah ada.

Faktor waktu dan keinginan untuk secepatnya memberi
terapi psikologis dalam rangka pemulihan kepercayaan
dunia Internasional umumnya dan dunia usaha pada
khususnya, menjadi sangat penting, sangat mendesak dan
sangat memaksa. Karsna itulah digunakan PERPU (Peraturan
Pemerintah Pengaqaati Undang-Undang) sebagai instrumen
Frasa “"kegentiagan memaksa” yang dengan begitu perlu
dipahami dalam kerangka untuk memelihara momentum vyang
penting tersecpbut. Sudah barang tentu pembenahan aspek-
cspek perbank.n, reformasi struktural, dukungan ancgaran
untuk kelompok rentan, dan pembenahan BUMN ( Badan Usaha
Milik Negara ), merupakan langkah-langkah yang penting
vang pada gilirunnya keberadaan perangkat hukum seperti
Undang-undang Kepailitan yang mampu memberikan landasan
bagi penyelesaian yang adil, cepat, transparan dan
efextif perlu segera dihadirkan ( Bambang Kesowo,

1999 8 )
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Di negara kita, pengaturan mengenai kepailitan ini
sudah lama ada vyaitu dengan berlakunya Faillisement
Verordering yang diundangkan dalam Staatblad tahun 1905
Nomor 217 Juncto Staatblad tahun 1906 Nomor 308 yang
k=mudian disemr urnakan melalui PERPU No. 1 Tahun
1998.PERPU ini ying mengatur beberapa perubahan ketentuan
yang lama yang xemudian ditetapkan menjadi Undang-:indang
dengan Undang--Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Undang-undang Kepailitan tidaklah otomatis mendorong
debitur menjadi pailit, dan tidak pula mendorong bubarnya
pcrusahaan yang meniiliki wutang. Kenyataan membuktikan
bahwa perangkat hukum tersebut selama ini cenderung
dihindarkan penggunaannya oleh kalangan wusaha karena
alasan tertentu. Pailit dianggap aib yang tidak
menguntungkan, menjatuhkan nama baik, dan memalukan.
Sebaliknya adalah juga kenyataan Undang-undang Kepailitan
yang ada kadangkala juga digunakan untuk “bersembunyi”
dari kewajiban-kewajiban penyelesaian utang sebagaimana
mrestinya ( Bambang Kesowo, 1999 :10 ).

Anggapan utama yang menjadi pegangan dimana-mana
adalah bahwa struktur normatif hukum perundang-undangan
merupakan pencerminan dari bagaimana hukum sebenarnya
beroperasi. Anggapan ini didasarkan pada asumsi bahwa
para pejabat kurang kreatif di dalam menciptakan hukum
dar dalam menerapkan hukum. Para pejabat hanya menyatckan
bahwa pemerintahan di jalankan dengan hukum dan bkukan
dengan orang-orang “ours is a goverment of laws, not of
men .

Di samping anggapan ini terdapat anggapan pula bahwa

n2gara dengan diwakili oleh pengadilan dan aparatur-
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avaratur negara yang lain membentuk suatu kerangka
peraturan-peraturan yang tidak memihak dii dalam
masyarakat. Pengadilan memutuskan hal yang sebenarnya dan
setelah itu secara adil dan tidak memihak pengaailan
menerapkan hukim yang berlaku dan menjatuhkan sanksi yang
telah ditentukan oleh hukum itu sendiri ( Ronny Hanitiyo
Soemiitro, 1985 397,

Untuk memahami bagaimana peraturan-peraturan itu
csebenarnya beroperasi dalam nengendaiikan tingkah 1laku,
hanya dapat dipahami dengan mempelajari seluruh
lingkungan sosial dari orang-orang vyang tingkah lakunya
ciharapkan sesuai dengan peraturan itu, sehingga tujuan
cari peraturan itu dapat dicapai ( Ronny Hanitiyo
Sumitro, 1985 3 41 ).

Ilmu pengetcechuan yang dipergunakan disini menurut
Chambliss dan Seidman adalah ilmu pengetahuan dari jenis
khusus, yaitu yang di satu pihak mempergunakan pendekatan
tingkah 1laku ( behavior approach ) dan  di 1lain pihak
bersifat menetapkan kebijakan ( policy making )( Ronny
hanitiyo Sumitro, 1985 : 41 ).

Pada dasarnya tingkah 1laku ( perilaku ) manusia
rerorientasi pada tujuan. Dengan kata 1lain bahwa,
perilaku manusia pada dasarnya dimotivasi oleh keinginan
untuk memperoleh tujuan tertentu ( Agus Dharma,
1994 : 15 ). Pencapaian tujuan tersebut menurut Talcott
Farsons akan melibatkan proses pengambilan suatu
keputusan yang subyektif sifatnya. Namun dia beranggapan
bahwa keputusan itu merupakan keluaran parsial kendala-

kendala normatif situasional tertentu. Oleh karena itu

eksi voluntaristil mencakup unsur-unsur dasar sebagai
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berikut : a. Pelaku merupakan pribadi individual; b.
Pelaku mencapai tujuan-tujuan yang dicapai; c<¢. Pelaku
mempunyai cara-cara untuk mencapai tujuan; d. Pelaku
dihadapkan pada pelbagai kondisi situasional; e. Pelaku
dikuasai oleh nilai-nilai, kaidah-kaidah dan gagasan-
gzgasan lain yang mempengaruhi penetapan tujuan; f. Aksi
mcncakup pengambilan keputusan secara subyektif oleh
pelaku untuk memilih cara mencapai tujuan yang dibatasi
oleh pelbagal gagasan dan kondisi situasional ( Soerjono
Svwekanto, 1986 : 27 ).

Schubungan dengan pemikiran tersebut penyusun
mencoba mengangkat kasus kepailitan PT. HUTAMA KARYA dkk
dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 1 ayat ( 1 )
Undang-undang Kepailitan yang mana terjadinya konflik

artara peraturan perundang-undangan melawan keadilan.

1.2 Ruang Lingkup

Penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam ruang
lingkup Hukum Dagang khususnya Hukum Kepailitan. »2Adapun
mengenai kajiannya penyusun batasi pada upaya penerapan
hukum dan penegalian keadilan yang berkaitan dengan kasus
kepailitan PT. Ilutama Karya (BUMN), di mana terjadi
ketidaksesuaian antara peraturan kepailitan dengan
penerapannya yang terungkap dalam proses persidangan di
pengadilan, vyang Jdalam hal ini berkaitan dengan ketentuan
pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998

tentang Kepailitan,.
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1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas penyusun angkat beberapa

permasalahan yang dapat digunakan sebagai landasan kajian

pada skripsi ini yaitu sebagai berikut

1.

o

Apa dasar kewenangan pengadilan Niaga Jakarta Pusat

menerima permchonan kepailitan dalam kasus kepailitan

PT. Hutama Ka-ya Tersebut 2

. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengadili
permohonan kepailitan dalam kasus kepailitan PT.
Hutama Karya tersebut baik pada Pengadilan Niaga
maupun Mahkamah Agung ?

. Bagaimanakah kasus kepailitan PT. Hutama Karya (BUMN)

tersebut menurut tinjauan sosio-yuridisnya kaitannya

dengan pasal 1 ayat {( 1 ) Undang-undang Kepailitan ?

.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi

ini adalah dua hai yang dapat dibagi atas sifatnya yaitu

tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

N

Tujuan umum penyusunan skripsi ini adalah
. Sebagai tujuan akademisi yang merupakan tugas yang
harus diselesaikan guna meraih gelar kesarjanaan;
. Sebagai persembahan kepada almamater tercinta untuk
menambah koleksi karvya ilmiah di bidang hukum

kepailitar.
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1.4.2 Tujuan Khusus
Sedangkan tujuan khusus penyusunan skripsi ini
dengan tetap memegang teguh tanggung jawab ilmiah

( frame objektifitas ) permasalahan yang dikaji yaitu

1. Untuk mengetahui dasar kewenangan Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat menerima permohonan kepailitan dalam
kasus kepailitan PT. HUTAMA KARYA tersebut;

2. Untuk mengetahui dan membahas dasar pertimbangan hakim
dalam mengadili permchonan kepailitan dalam kasus
kepailitan 21 HUTAMA  KARYA terscbut baik pada
Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung;

3. Untuk mengkaji pelaksanaan Undang-undang Kepailitan
secara lebih komprehensif dan proporsional dalam kasus
kepailitan PT. Hitama Karya baik dari segi keadilan

maupun aspek kepastian hukumnya.

1.5 Metodologi
Adapun yang menjadi metode penyusunan skripsi ini

acalah:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan can pembahasan vyang d.gunakan dalam
skripsi 1ni, pecayusun menggunakan tinjauan sosiologi
hukum, vyaitu menggunakan hasil penelitian para ahli
sosioclogi/ so0sioclog yang menurut Satjipto Raharijo
mendefinisikan sosilogi hukum sebagai ilmu yang
mempelajari fenomena  hukum yang mempunyai beberapa
karakteristik. Pertama, 3sosiologi hukum bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai praktek-praktek hukum baik

oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Kedua,
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sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dari
suatu peraturan atau pernyataan hukum, Ketiga, berbeda
dengan ilmu Twukum, sosiologi hukum tidak melakukan
penilaian tarhadap hukum, melainkan mendekati hukum dari
se:gl obyektifitas semata dan bertujuan untuk memberikan
penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata (1982
294 3

Di samping itu penyusun menggunakan pendekatan
tecoritis yuridis yang Secara deduktif dimulai
menganalisa, memahami / mengkaji terhadap peraturan-
peraturan yang mengatur permasalahan diatas. Metode ini
digunakan dengan mengingat banwa permasalahan vang
dibahas berkisar pada penerapan peraturan perundangan
yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang
leinnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam
praktek. Sehingga dapat diperoleh wvaliditas kebenaran
y&ng diharapkan (Rcnny Hanitijo Scemitro, 1990 :97 )

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi
ini adalah sumber data sekunder yaitu sumber data vyang
diperoleh dari penelitian kepustakaan guna mendapat
lendasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan -
ttlisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang
dazn juga untuk mampercleh informasi baik dalam bentuk
ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang

aca ( Ronny Haritijo Socemitro, 1990 : 52 ).
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1.5.3 Teknik Penguupulan Data

Teknik pencumpulan data yang penyusun gunakan adalah
mengumpulkan segala keterangan-keterangan ( fakta } dan
berkas-berkas dokumen serta literatur-literatur yang erat
kaitannya dengan permasalahan yang ada.

Prosedur pengumpulan data mcnggunakan dua cara
a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan
data yang dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari
literagur=litoratiar yang berkaitan dengan masalah
kepailitan, Studi Hukum dan Masyarakat ( Sosiologi Hukum)
dan Undang = Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang
Kepailitan.
b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mempelajari dokumen berupa
Surat Keputusan Pengadilan baik Pengadilan Niaga maupun
Mahkamah Agung mengenai masalah kepailitan PT. HUTAMA
KARYA tersebut.

1.5.4 Analisa Data

Dalam menganalisa data, setelah data terkumpul,
kemudian dianalisa dengan cara menguraikan dan
menjabarkan data-data yang ada kemudian ditarigs
kesimpulan. Dari semua data yang terkumpul diolah dan
dikategorikan dibuat  konsep-konsop lalu ciid(ﬂfkripx:ikan
dengan disertai penjelasan-penjelasan sehingga dari
pengolahan data d=_at dihasilkan suatu kesimpulan vyang
dapat dipertangguag jawabkan ( Ronny Hanitijo Socmitro,

1990 : 70 ).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Dua Perseroan Terbatas, yaitu : 1. PT.JAYA READYMIX,
berkedudukan di  Jakarta, Graha Mobisel, Lantai 5 Jl.
Buncit Raya No.139 Jakarta Selatan (12720 ); dan 2.PT.
PRIMCOAT LESTARI, berkedudukan di Jakarta Jl. Yos Sudarso
Kav. 85 Sunter Jaya Jakarta Utara ( 14350 );

Mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga,
agar supaya : 1. PT HUTAMA KARYA , berkedudukan di
Jakarta Jl. Let. Jend. Haryocnc MT. Kav. No.8 Cawang
Jakarta Timur ( 13340 ); 2. PT. BINA MAINT, berkedudukan
di Jakarta J1. Tambak No.4 Jakarta Pusat;

Dinyatakan pailit dengan alasan pokoknya sebagai
barikut
» bahwa Para Tocrmohon ( PT. HUTAMA KARYA dan PT BINA

MAINT ) mempunyai sisa hutang kepada Pemochon II ( PT.

{
JAYA READYMIX |} sebesar Rp 2.083.948.250,- dan Jjuga
mempunyai sisi hutang kepada pemohon II (| PT. PRIMCOAT
LESTARI ) sebesar Rp 283.247.109.32,-

e bahwa keduc piutang tersebut jatuh tempo dan Aapat
ditagih:;

Dari kasus tersebut dapat diambil beberapa fakta
yang terungkap calam persidangan baik Pengadilan Niaga
maupun Mahkamah /gung scbagai berikut

L. BT HUTAMA  KARYA merupakan Badan Usaha Milik Negara

( BUMN ) di bawah naungan Departemen Pekerjaan Umum;

9

RILIX PERPUSTAKAAN

UNIVER

T JEMBER ‘
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- PT. HUTAMA KARYA mempunyai aset lebih dari 90 m'ivyar

menurut catatan Pusat Data Business Indonesia ( PLBI )
yaitu Rp. 762,846 milyar per akhir 1996 ( dalam Gatra
10 April 1999 :41 )

. Para Termohon ( P HUTAMA KARYA dan PT BINA MALNT )
tidak mengajukan Permohonan Penundaan Kewaiiban
Pembayaran Utang ( PKPU ) atas pernyataan pailit Para
Pemohon;

. Bahwa Para Termchon tidak mempunyai hubungan hukun dan

mempunyai utang secara langsung kepaca Para Pemohor;

. Bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan hukum dan

mempunyal piutang secara langsung d=ngan HUTAMA BRINA
MAINT JOINT OPERATION;

. Bahwa tidak ada badan hukum tersendiri antara

Termohon I ( PT HUTAMA KARYA ) dan Termohon IT ( BT

BINA MAINT ) dalam bentuk Joint Operation tersebuc;

. Bahwa Joint Operaticn tersebut menjaili tanggung iawab

Termohon I ( PT HUTAMA KARYA ) di:n Termohon I1 { PT
BINA MAINT ) dengan kewajiban rasing-masing schesar
60 % ( enam puluh persen ) can 40 % ( empat puluh

persen );

Tanggal 13 Januari 1999 Drs. Notc Santoso Direktur
Utama  PT. PRIMCOATS LESTARI mencabut Permochonan
Kasasinya setelah terlebih dahulu mencabut kuasannya
terhadap A. Teras Narang, S.H dan Kawan-kawannya

tanggal 5 Januari 1999;

. Setelah Pemohon II ( PT. PRIMCOATS LESTARI ) mencabut

permohonan kasasinya telah terbukti sebelumnya dalam

persidangan Niaga dan tingkat Kasasi bahwa masih
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terdapat kreditur yang lainnya vyaitu PT. INTERWORLD
STEEL MILLS INDONESIA yang berkedudukan di Jakarta,
Jalan Pangeran Jayakarta 131 A/44-45 Jakarta, dar PT.
BINA  ADIDAYA, berkedudukan di Jakarta, Jalan Yos
Sudarsoc Kav. 85 Sunter Jaya Jakarta Utara.
10.Ditemukannya bukti baru yang penting ( NOVUM ) vaitu
berupa Kwitansi pembayaran vang membuktikan Lahwa
hutang Pemohon Peninjauan Kembali { PT HUTAMA KXARYA
dan PT BINA MAINT ) kepada dua kreditur lainnya ‘elah
dibayar lunas yaitu kepada
1. PL. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA schesar
Rp 3569.821.328,80,-
2. PT. BINA ADIDAYA sebesar Rp 4.750.000, -
Yang kemudian oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali
( PK ) diajukan sebagai alasan-alasan pokoknya, pasal 286

ayat (2) U U No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.

2.2 Dasar Hukum
Adapun dasar hukum yang melandasi, dalam kajian
terhadap kasus kepailitan PT. HUTAMA KARYA tersebut
adalah
1. Pasal 1618 KUHPerdata
Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan manz dua
orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan
sesuatu dalam persekutuan, dengan maksiud untuk membagi

keuntungan yang terjadi karenanya

PO

. Pasal 1643 KUHPerdata
Para sekutn dapat dituntut oleh i berpiutang dengan

siapa mereka telah bertindak, masing-masing uvntuk
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sl umdab dban bogidan yaneg o s, mestkipan boadgian
sekutu yang satu dalam persekutuan adalah kurang dari
pada bagian sekutu lainnya, terkecuall apabila sewaktu
utang terscbut dibuatnya dengan tcgas ditetapkan
kewajiban para sekutn ity untuk membayar ubtangnya
menurut imbangan besarnya bagian masing-masing dalam

persekutuan.

. Pasal 16 KUH Dagang

Yang dinamakan  perserocan  firma ialah tiap-tiap
perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu

di bawah satu nama bersama

. Pasal 18 KUH Dagang

Dalam perseroan firma adalah tiap-tiap persero secara
tanggung-menanggung bertanggung Jjawab untuk selurithnya

atas segala perikatan dari perserocan

. Pasal 49 Undang-undang Ncomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung

Ayat ( 1 )

Sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung,
maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh
pemohon, dan apabila telah dicabut, pemchon {idak
dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara
itu, meskipun tenggang waktu kasasi helum lampau.

Ayat ( 2 )

Apabila pencabutan kembali sebagaimana dimaksudkan
ayat ( 1 )} dilakukan sebelum berkas perkarannya
dikirimkan kepada Mahkamah Agung, maka Dberkas perxkara

itu tidak diteruskan kepada Mahkamah agung.
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6. Pasal 1 ayat (1), pasal 2 ayat (1), pasal 286, pasal
2817, pasal 288 Undang-Undang  Nomor 4 Pabun 1998
tentang Kepailitan

7. Pasal 1 sub. d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.
50/PRT/1991 tanggal 7 Februari 1991 Tentang Perizinan
Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing.

Usaha kerja sama ( Joint Operation ) adalah usaha
antara satu atau beberapa porusahaan Jasa konstxuksi
asing dan nasional yang bersifat sementara, untuk
menangan i satu atau beberapa Erovek dan cidak
merupakan badan hukum baru berdasarkan perundang-

undangan Indonesia

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Kepailitan

Di dalam Undang-undang Kepailita" tidak akan ditemui
satu rumusan pun - atau ketentuar yang menjelaskan
pengertian maupun definisi dari kepeilitan atau pailit.
Secara tata bahasa, Kepailitan berarti Segala hal vyang
berhubungan dengan pailit.

Dalam Black’s Law Dictionary pailit atau Bankrupt
adalah " The State or condition of rerson  ( individual,
partnership, corporation, municipality ) who is unable to
pay its debt as they are, or become due "“. The term
includes a person against whem an involuntary petition
has been filed, or who has filed a voluntary petitior, or
who has been adjudged a bankkrupt.

Dari  pengertian vyang diberikan dalam Black'’s

Dictionary tersebut, dapat diambil pengertian pailit
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dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari
seorang debitur atas utang-utangnya yang telah Jjatuh
tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai cengan
suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik  vyang
dilakukan secara sukarela cleh debitur sendiri, maupur
permintaan pihak kel Lga ( diluar debilLu: Vi Sudlu
permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan ( Ahmad Yani
dkk,1999 ;: 11 )

2.3.2 Bsyarat-Syarat Kepailitan Dalam Pasal 1 Ayat (1)
Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan, jika

persyaratan kepailitan tersebut dibawah  ini telah

terpenuhi

1. Debitur tersebut mempunyail dua atau lebih kreditur;

dan

2. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu tang

yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

2.3.3 Yang Berhak Mengajukan Permohonan Kepailitan Dan
Yang Dapat Dinyatakan Pailit

Permohonan pailit tersebut dapat dia’ukan oleh
. Debitur sendiri;
. Atas permintaan Seéorang atau lebih krediturnya;

- Kejaksaan untuk kepentingan umum;

T S R N T

. Dalam hal menyangkut debitur marupakan bank,
permohonan pernyataan pailit dapat ciajukan oleh Bank

Indonesia;
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¢

. balam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan
efek permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh

Badan Pengawas Pasar Modal.

® Yang dapat dinyatakan pailit adalah

1. "Orang Perorangan "“, baik laki-laki maupun perempuan,
yang' telah menikah maupun Dbelum menikah. Jika
permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh
" debitur perorangan yang telah menikah “, maka
permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas
persetujuan suami atau isterinya, kecuali antara
suami-isteri tidak ada percampuran harta;

2. "Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan
tidak berbadan hukum lainnya “. permohonan pailit
terhadap suatu " firma ” harus memuat nama dan tempat
kediaman masing-masing pesero yang sSecara tanggung
renteng terikat untuk seluruh utang firma;

3. "Perseroan - perseroan, perkumpulan - perkumpulan,
koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum”. dalam
hal 1ini Dberlakukalah ketentuan mengenai kewenangan
masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasarnya;

4, Harta Peninggalan. ( Ahmad Yani dkk, 1999 : 12, 16 ).

2.3.4 Jangka Waktu Proses Peradilan

Di dalam PENJELASAN UMUM Undang-undang Kepailitan
pada Dbagian uraian mengenai pokok-pokok penyempurnaan
Undang-undang tentang Kepailitan, di sub pertama
disebutkan uraian mengenai perlunya penyempurnaan

disekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan
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pernyataan kepailitan. Termasuk di dalamnya, pemberian
kerangka waktu yang pasti bagi pencambilan kepucusan
pernyataan kepailitan.

Hal ini merupakan salah satu kelebihan Undang-undang
Kepailitan memberikan time frame yang jelas untuk setiap
permohonan pernyataan kepailitan yanc diajukan. Kerangka
waktu tersebut dijabarkan secara cukup terperinci dalam
pasal 4, pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 287
dan pasal 288 Undang-undang Kepailita ..

Berikut ini di sajikan tabel yarg memuat pasal-pasal
yang terkait dengan pelaksanaan efisiensi waktu, berikut
deskripsi atau uraian singkat dari pasal tersebut, yang
disertai dengan perhitungan jumlah Fari maksimum yang
harus ditempuh terhitung sejak perdaftaran permohonan
kepailitan diajukan hingga putus n kepailitan yang
dijatuhkan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan

bersifat final.
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TABEL JANGKA WAKTU PROSES PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

Pasal Deskripsi ( Uraian ) Pointer Hari
A 4 (1 ) & Pendaftaran Permohonan pada Panitera PN A 1
4 ( 2)
B 4 (1 3) Panitera PN menyampaikan berkas ke R+ 1 1!
Ketua PN
C 4 (4 ) Penetapan hari sidang B + 2 2
D 4 (5) Sidang di PN R + 20 18
E 4 (6 ) Pengunduran Sidang AL+ 25 5
F 6 (1 ) & Pemanggilan debitur D(E) -7
6 (2 )
G 6 (4) Putusan dijatuhkan A+ 30 5
H e (6 ) Penyampaian Putusan G + 2 2
13 ( 4 ) Pengumuman Putusan Sl 5
Tingkat PN Sub total hari 34
I 8 (& Pendaftaran permochonan Kasasi ( Memori H +ii8 8
Kasasi )
J (N2 Penyampaian Memori Kasasi terkasasi g ol 1
K 9 (3 ) Penyampaian Kontra Memori Kasasi J+ 7 7
L 9 (4) Penyampaian Memori dan kontra memori I+ 14 &
Kasasi ke MA
M ¥ 1) Penetapan hari sidang L: + 2 2
N 0 W 2 ) Sidang di MA X ok 26 4
0 10 3 ) Putusan dijatuhkan I+ 30 10
P 18 6 & ) Penyampaian Putusan 0+ 2 2
13 ( 4) Pengumuman Putusan D+ 5
Kasasi Sub total hari 40
Q 287 32 ) Pendaftaran PK versi 286 ( 2 )a. 0 + 180 180
R 280 1.2 7 Pendaftaran PK versi 286 ( 2 )b. 0 + 30 30
S 287 (5 ) Penyampaian PK ke MA Q (R ) +1 N
T 288 ( 2 ) Penyampaian PK ke termchon PK Q (R) v 2
U 288 ( 3 ) Penyampaian jawaban oleh terachon PK Q (R )+ 10
v 288 ( 4 ) Penyampaian jawaban termohon PK ke MA Q (R ) + 12
W 2B9%( 1 ) Putusan dijatuhkan i | g # 30
X 289 (.3 ) Penyampaian putusan S + 32
13 (4 ) Pengumuman putusan W+ 5
PK Sub total hari wversi 286 ( 2 )a, 212
PK Sub total hari versi 286 ( 2 b. 62
TOTAL HARI VERSI 286 ( 2 ). ;.. 286
TOTAL HARI VERSI 286 ( 2 ). 1. 136

Sumber : Ahmad yani dkk, 1999 : 20
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®* Banding dan Kasasi atas Putusan Pengadila Niaga

Selain jangka waktu yang cukup tegas seperti aapat
dilihat dari tabel diatas dapat kita lihat pula bahwa
Undang-undang Kepailitan juga mengkebiri hak banding yang
diberikan dalam pasal 8 Undang-undang Kepailitan lama
dengan merevisi total ketentuan pasal 8 Undang-undang
Kepailitan tersebut, sehingga menyangkut permohonan
pernyataan pailit ( pasal 8 ayat (1) Undang-urdang
Kepailitan ) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (
pasal 241 jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang Kepailitan ),
hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ( pasal
284 ayat (2 ) Undang-undang Kepailitan ).

Pemeriksaan atas permohonan kasasi pada Mahl:amah
Agung dilakukan oleh sebuah majelis hakim, yang khusus
dibentuk wuntuk memeriksa dan memutuskan perkara vyang
menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga. Jadi di
Mahkamah Agung pun tampaknya akan ada suatu difenrensiasi
tersendiri, yang khusus dibentuk untuk menangani pervara-
perkara kasasi yang menjadi bagian iingkup kewenangan
Pengadilan Niaga.

» Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung

Rumusan pasal 11 jo pasal 241 dan pasal 286 ayat (1,
Undang-undang Kepailitan, memberikan hak untuk meminta
peninjauan kembali atas putusan pernyataan pailit vyang
telah Dberkekuatan hukum tetap tersebut. Akan tetapi
permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan

berdasarkan pada dua macam alasan saja, yang masing-

masing secara khusus dibatasi suetu jangka waktu

tertentu, yang dijabarkan pada pasal 287 ayat (1) dan
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pasal 287 ayat (2) Undang-undang Kepailitan. Adapun
alasan yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut
1. Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang
apabila diketahui pada tahap persidangan scbclumnya
akan menghasilkan putusan yang Dberbeda ( pasal 286
ayat (2) huruf a. Undang-undang Kepailitan ); dan
2. Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat
dalam penerapan hukum ( pasal 285 ayat (2) nuruf Db.
Undang-undang Kepailitan ).
hpabila dikaitkan dengan praktiek hukum saat ini,
Lembaga Peninjauan Kembali sudah m:njadi “trend” baru
yang cukup populer. Jadi ada kemunqg tinan seseorang yang
sudah dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Mahkamah
Agung dapat diadakan peninjauan kembali. Hasilnya dapat
mengubah keputusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan
hukum tetap ( in kracht van gewijsce ). Sehingga dapat
memberikan berbagai macam interpretusi bagi pihak-pihak

yang berkepentingan ( Ahmad Yani ckk 1999, 19 -20 ).

2.3.5 Asas Uitvoerbaar bij voorraad

Yang dimaksud dengan asas Uitvoerbaar bij voorraad
adalah sifat dapat dilaksanakan lebih dahulu, mes*ipun
terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum. Hal
tersebut diatur pada pasal 6 ayat (5) Undang-undang
Kepailitan yang secara tegas menyatakan bahwa putusan
atas permohonan pernyataan pailit dapat dijalankan
terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebu*®
diajukan suatu upaya hukum; dan pasal 12 ayat (1)

Undang-undang Kepailitan yang mewajibkan kurator
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kepailitan untuk melaksanakan segala tugas dan
kewenangannya untuk mengurus dan/atau membereskan harta
pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit
ditetapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan
kasasi atau peninjauan kembali. Sifat tersebut makin
diperkuat oleh ketentuan pasal 12 ayat (2) Undang-vndaig
Kepailitan yang menyatakan bahwa meskipun putusan pailit
tersebut kemudian dikoreksi atau dibatalkan oleh suatu
putusan yang secara hirarkis lebih tinggi, semua keciatan
pengurusan dan pemberesan oleh kurator yang telah
dilakukan terhitung putusan kepailitan dijatuhkan hingga
putusan tersebut dibatalkan (baik dalam bentuk prtusan
kasasi, maupun karena Peninjauvan Kembali oleh Matkamah
Agung ) tetap dinyatakan sah oleh Undang-undang ( Ahmad
Yani dkk, 1999 : 24 ).

2.3.6 Pola-Pola Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat
Sebenarnya apa yang disebut hukum tersebut, tidak
lain merupakan'suatu tatanan yang oleh Weber dilukiskan,
apabila secara eksternal ia dijamin oleh kemungkinan,
bahwa paksaan ( fisik atau psikologis ) yang diterapkan
oleh seatu perangkaet, terdiri dari orang-orang yang khusus
menyiapkan Giry untuk melakukan tugas tersebut
( Satjipto Raharjo, 1986 : 263 ). Pengertian hukum yang
demikian memberikan implikasi, bahwa 4i dalam mekanisme
bekerjaanya hukum itu membutuhkan pendorong dan
membutuhkan kekuasaan. Kekuasaan inilah yang memberikan
kekuatan padannya untuk menjalankan fungsinya ( Satjipto

Raharjo, 1986 : 158 ), dan kekuasaan ini adalah negara.
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Namun karena negara dalam pengertian abstrak tidak dapat

menjalankan kekuasaannya sendiri, maka dipertukan

segolongan orang atau badan untuk melaksanakan kekuqsaan

negara tersebut. Segolongan orang atau badan itulah yang

kemudian disebut pemerintah ( Victor M. Situmorang, 1987
30 ).

Untuk memahami suatu sistem yang demikian rumit
dimana termasuk variasi fungsi-fungsi yang scmuanya
berkaitan dengan sistem normatif yang didukung oleh
kekuasaan negara, diperlukan ketrampilan dan kepandaian
dari si pengamat, bagaimana peraturan-peraturan itu
sebenarnya beroperasi dalam mengendalikan tingkah 1laku
hanya dapat dipahami dengan mempelajari seluruh
lingkungan sosial dari orang-orang yang tingkah lakunya
diharapkan sesuai dengan peraturan ita, sehingga tujuan
dari peraturan itu dapat dicapai. Menurut Chambliss dan
Seidmen ilmu  pengetahuan yang dipergunakan disini
merupakan ilmu pengetahuan dari jenis khusus, yaitu yang
di satu pihak mempergunakan pendekatan tingkah laku
( behavioral approch ) dan di 1lain pihak bersifat
menetapkan kebijakan ( policy making ) ( Ronny Hanitijo
Soemitro, 1985 : 41 ).

Faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi setiap
usaha untuk memanfaatkan hukum sebagal sarana untuk
melakukan rekayasa sosial adalah kegiatan dari pejabat
penerap sanksi. Tingkah laku pejabat dimaksud merupakarn
batu landasan bagi setiap usaha untuk mewujudkan suatu
perubahan vyang efektif di dalam masyarakat dengan

penggunaan hukum. Untuk tiap-tiap pejakat ini terdapat
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serangkaian Lujuan-tujuan untuk posisi mereka masing-
masing dan terdapat norma-norma yang menentukan bagaimana
mereka seharusnya bertindak.

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa lembaga
pembentuk hukum dan lembaga penerap sanksi tidak
beroperasi di ruangan yang kosong. Kedua lembaga ini juga
merupakan obyek dari norma-norma sebagai  akibat  dari
kedudukannya dan mendapat pengaruh dari kekuatan-kekuatan
sosial dan personal ( Ronny Hanitiyo Scemitro, 1985

53 ).
Chambliss dan Seidmen merumuskan bahwa bagaimana

seorang pemegang peran bertingkah lLaku merupakan hasi

penjumlahan ( resultante ) dari semua kekuatan-kekuatan
yaitu yang kerasal dari orang |( po>»rsonal-forces ) dan
yang berasal dari masyarakat ( societal-forces ), yang

ditujukan pada pemegang peran itu. Kenyataan menunjukkan
dengan jelas bahwa hampir semua reranan di dalam
masyarakat diatur oleh hukum. Apeoila suatu peranan
diatur oleh hukum, maka kekuatan sosial terpenting yang
beroperasi terhadap pemegang per:n adalah kegiatan dari
pejabat. Pejabat membentuk peraturan-peraturan yang
diharapkan akan dipatuhi oleh pemegang peran, sedangkan
pejabat-pejabat mempunyai kedudukan yang menentukan
mengenal apakah suatu sanksi itu sesuai dan apabila
sesuai maka selanjutnya Dbertindak memaksakan sanksi
tersebut ( Ronny Hanitijo Soemitro, 1985 : 51-52 ).
Faktor kritis dalam menentukan bagaimana seonrang
pemegang peran akan bertindak adalah : norma-norma yang

diharapkan akan dipatuhi oleb pemegang peran
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( role exposctaldon ), Bokualan-bekbooboan sosial  soedot.ad

forces' ) dan personal ( personal-foreces ) yang bekeria

terhadap pemegang peran dan kegiatan penerap sanksi.
Secara lebih lengkap mengenai sistem terscbut dapat

digambarkan diagram sebagai berikut

Norma
Pemegang Kekuatan- Kekuatan
‘ N Peran -
—_— Sosial dan Personal
Kegiatan

Penerapan Sanksi

( Ronny Hanitiyo Scemitro, 1985:52 )
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Dasar Kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Menerima Permohonan Pemohon Kepailitan Terhadap PT.
HUTAMA KARYA

Dalam pasal 280 ayat ( 1 ) Undang-undang Kepailitan
ditegaskan bahwa Pengadilan Niaga merupakan bagian dari
peradilan umum. Sebagai bagian dari peradilan umum,
Pengadilan Niaga diberikan kewenangan untuk menancani
seluruh perkara yang berhubungan dengan permohonan
pernyataan pailit dan PKPU, sebagai mana diatur dalam BAR
PERTAMA dan BAB KEDUA Undang-Undang Kepailitan.

Sedangkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1998 Tentang Kepailitan disebutkan bahwa

1. Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan ha'-hal
lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang ini, ditetapkan oleh Pengadilan vyang daerah
bukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum
debitur.

2. Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik
Indonesia, Pengadilan yang berwenang merietapkan
putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah
Pengadilan yang daerah hukumnye meliputi tempat
kedadukan hukum terakhir debitur.

3. Dalam hal debitur adalah pesero suatu torme,
Pengadilan yang daerah hukumnyi meliputi tempat
kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang
memutuskan.

4. Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam
wilayah Republik Indonesia tetapi merijalankan profesi
atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia,
Fengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum
kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya.

24
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5. Dalam hal debitur adalah merupakan badan hukum, maka
kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam
Anggaran Dasarnya.

Dari rumusan ketentuan pasal 2 Undang-Undang
Kepailitan tersebut dapat diketahui bahwa setiap
permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke pengadilan
yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan
hukum debitur. Oleh sebab itu di dalam kasus ini
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mempunyai kewenangan antuk
memeriksa dan memutus permohonan kepailitan terhadap

kasus Kepailitan PT. HUTAMA KARYA dkk.

Setiap permohonan pernyataan pailit, baik yang
diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh pihak ketiga di
luar debitur harus diajukan melalui seorang pengacara

yang memiliki izin beracara di Pengadilan.

Ketentuan mengenali pengadilan yang berwenang
tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 118 HIR vyang
menyatakan bahwa forum pihak yang digugatlah yang berhak
memeriksa. Ini untuk memberikan keleluasaan bagi pihak

tergugat untuk membela diri.

Di dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga di
berikan ketegasan bahwa pasal 284 ayat (1 ) Undang-undang
Kepailitan menyatakan, “ Kecuali ditertukan lain cdengan
Undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku
diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga “. Dalam hal
ini berarti yang berlaku adalah Het Herziene Inlandsch
Reglement ( HIR )/ Reglemen Indonesia yang Diperbzharuil
( RIB ) untuk Jawa dan Madura, dan Rechtsreylement

Buitengewesten ( RBG ) untuk daerah luar Jawa dzn
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Madura,dan RU ( Reglement of de Refchtsvordering )

seberapa jauh dianggap perlu dan relevan.

32 Dasar pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Permchonan
Pemohon Kepailitan Baik Pada Pengadilan Niaga Maupun
Mahkamah Agung Terhadap PT. Hutama Karya

® Pengadilan Niaga (PUTUSAN NO.24/PAILIT/ 1998/
PN.NIAGA/JKT.PST. )

Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mencadili

permohonan Kapailitan ini dalam putusannya memberikan

pertimbangan hukum yang intinya sebagal berikut

1. Permohonan pernyataan Pailit terhadap Termochon : PT.
HUTAMA KARYA, dan PT. BINA MAINT, diajukan atas
permintaan Pemohon I dan Pemohon TI vyaitu: PT. JAYA
READMIX dan PT. PRIMCOAT LESTARI, sehingga mermenuhi
syarat pasal 1 ayat ( 1 ) dari Undang-Undang No. 4
Tahun 1998 Tentang Kepailitan.

2. Para Termohon menyatakan, mereka tidak mempunyai
hubungan hukum dan tidak mempunyai hutang, secara
langsung dengan para Pemohon, sebab yang berhukungan
langsung adalah : "“HUTAMA BINA MAINT OPERATION %,
dimana PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT, masing-
masing menpunyai kewajiban sebescr 60 % dan 40 %.

3. Dari surat-surat bukti yang terangkap di Pengacilan,
terbukti fakta bahwa PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA
MAINT telah Dberhubungan nukum dergan konsorsium
“ HUTAMA BINA MAINT JOINT OPERATICN “ dan bukan dengan

para Termohon.
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1. Majelis Hakim berpendapat terbuktilah bahwa para
Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan para
Termohon, dengan demikian terbuvkti pula bahwa para
Termchon bukan Debitur dari para Pemchon selaku

Kreditur.

w

. Dengan alasan ini, maka Majelis Hakim berpencirian
bahwa permohonan para Pemohon adalah tidak memrenuhi
sayarat-syarat pasal 1 ayat (1 ) Undang-Undang No. 4
Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Karena satu syarat
tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu
mempertimbangkan syarat-syarat selebihnya dalam pasal
1 Ayat ( 1 ) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang
Kepailitan.

6. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, akhirnya

Majelis Hakim memberikan putusan : Menolak permchonan

pernyataan pailit.

e MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ( TINGKAT KASASI
PUTUSAN Reg. NO. : 01 K/N/1999 )

Pemohon pailit PT. JAYA READMIX dan PT. PRIMCOAT
LESTARI menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga
tersebut diatas dan mengajukan kasasi. Namun Kemudian
pemochon II, PT. FRIMCOAT LESTARI mencabut perrmchoinan
kasasinya dan hal ini dapat dibenarkan oleh Mahkamah
Agung karena perkara kasasi tersebut belum diputus oleh
Mahkamah Agung ( pasal 49 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung ).
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Sehubungan dengan pencabutan permohonan kasasi oleh
salah satu pemohonnya, maka Majelis Mahkamah Agung dalam
pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun perkara ini
vang mengajukan secara resmi hanya dua orang kreditur,
sedangkan salah satu krediturnya yaitu PT. PRIMCOAT
LESTARI ( Pemohon Kasasi IT ) telah dikabulkan
pencabutan kasasinya, maka permohonan kasasi tersebut
masih memenuhi syarat pasal 1 Undang-Undang MNomor 4 "ahun
1998, karena ternyata disamping kedua Kreditur tersebut,
masih ada  Kreditur lainnya vyang terungkap dalam
persidangan dan tidak dibantah oleh Termohon kasasi
yaitu : 1. PT. INTERWORLD STEEL MILLS INDONESIA dan 25
PT. BINA ADIDAYA, karena itu pemeriksaan kasasi dapat

dilanjutkan.

Majelis Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini
ditingkat kasasi dalam putusannya berpendapat balwa telah
terjadi salah dalam penerapan hukua, sehingga putusan
Pengadilan Niaga tersebut harus dibatalkan dan
selanjutnya Majelis Mahkamah Aguny a!an mengadili sendiri

perkara ini.

Pendirian Majelis Mahkamch Agung terscbut didasari

oleh pertimbangan hukum yang intinya setagai berikut

1. Menurut pasal 1 sub d. Peratura: Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 50/PRT/1991 -- ditetapkan bahwa “ Joint
Operation “ adalah usaha kerjasama antara satu atau

beberapa perusahaan jasa konstruksi asing dan nasional

yang bersifat sementara untuk menangani satu /
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beberapa proyek dan tidak merupakan Badan Hukum

berdasarkan perundang-undangan Inldonesia.

Berpegang pada PERMEN P.U. ( Feraturan Menteri
Fekerjaan Umum ) terscbut diatas, yang menggariskan
bahwa pembentukan 3 HUTAMA 131 NA MA TNT TOINT

OPERATION “ antara PT. HUTAMA KARYA dengan PT. BINA
MAINT, bukan berbentuk Badan Fukum, tujuannya mencari
keuntungan dengan perbandingan 60 % dan 40 % , maka
Majelis Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa, Joint
Operation tersebut secara yuridis dapat dikategorikan
sebagai suwatu “ PERSEROAN “ ( pasal 1618 BW /
KUHPerdata ) dan Jjuga sebagai suatu % PERSEROAN
FIRMA “( pasal 16 Wv. K / KUH Dagang ).

Sebagai suatu “ FIRMA “, sesuai dengan ketentuan pasal
1643 BW/ KUHPerdata dan pasal 18 Wv. K / KUHDagang,
masing-masing persero ( PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA
MAINT ), bertanggung Jjawab secara tanggung reateng
membayar hutang yang dibuat oleh “ HUTAMA BINA MAINT
JOINT OPERATION ™.

Dari bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, dari
bukti yang diajukan Pemohon ( PT. JAYA READMIX dan
BE. PRIMCOAT LESTARI ) terbukti pemchon telah
mendapatkan pekerjaan membuat beberapa gedung dan
telah selesai dikerjakan namun, masih belum dibayar
lunas oleh Termohon ( PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA
MAINT ) dan hutang tersebut telaih Jjatuh tempc dan
dapat ditagih.

Pemohon II ( PT. PRIMCOAT LESTARI ) telah mercabut

permohonannya dengan alasan hatang Termohon telah
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dibayar, sehingga tinggal seorang pemohon I saja.
Namun, dalam permohonan didalilkan masih ada dua
kreditur lainnya yaitu : 1. PT. INTERWORLD STEEL
INDONESIA dan 2. PT. BINA ADIDAYA, vyang :idak
disangkal oleh Termohon I dan Termohon II. Dengan
demikian dalam perkara ini, masih ada dua kreditur
lainnya, sehingga syarat adanya minimal dua kreditur
masih tetap terpenuhi.

6. Berdasarkan atas pertimbangan di atas, maka Majelis
Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Termohon I dan
Termohon II , telah memenuhi syarat untuk dinyacakan
pailit, sehingga permohonan kasasi dapat dikabulkan
dengan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat dan Mahkamah Agung memutuskan PT. HUTAMA XARYA
dan PT. BINA MAINT, dalam keadaan pailit.

e MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ( TINGKAT PENINJAUAN
KEMBALI PUTUSAN NO. 04.PK/N/1999 )
PT. HUTAMA KARYA dkk menolak putusan kasasi Mahkamah

Agung tersebut di atas dan mengajukan permchiocnan

pemeriksaan “ Peninjauan Kembali “ dengan mengemukakan
adannya “ NOVUM “ wvaitu: telah diketemukan hukti
tertulis baru yang sangat penting , yang apabila telah

diketahui dan diajukan oleh Pemochon Teninjauan Kembali
( P K ) sebelum adanya putusan a’ quo , akan menghasilkan
putusan yang berbeda. NOVUM, yang dimaksud adalah sebagai

berikut
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Kwitansi pembayaran uang oleh Pemchon “ Penirjauan
Kembali ™ ( P K ), kepada PT. TINTERWORLD STEEL MILILS
INDONESIA, vyang membuktikan bahwa hutangnya “ Pemohon
P K ™ ( PT. HUTAMA KARYA ) Kepada PT. INTER WORLD
STEEL MILLS INDONESIA, telah dibayar lunas.

Kwitansi pembayaran uang oleh Pemochon P K kepacda PT.
BINA ADIDAYA, yang membukt ikan bahwa hutangnya
“ pemohon PK ™ kepada PT. BINA ADIDAYA, telah dibayar
lunas.

"

Pemohon Peninjauan Kembali “ telak membayar lunas
a). Kepada PT. INTER WORLD STYEEL MILLS INDONESIA
sebesar Rp 359.821.328.80

b). Kepada PT. BINA ADIDAYA sebesar Rp 4.750.000,-

Sehingga secara hukum, pemchon P K ( PT. HUTAMA KARYA
dan PT. BINA MAINT ) , sudah tidak mempunyai hutang
lagi kepada kedua kreditur a’quu per tahun 1997
( sebelum diajukannya oleh termchon P.K. ).

Majelis Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, telah
mengabulkan pencabutan permohonan kesasi dari Kreditur
LI ( PT. PRIMCOAT LESTARI ), karena utang telah
dibayar lunas. Dengan demikian krediturnya tinggal
seorang ( satu ) Kreditur saja yaitu PT. JAYA PREADMIX
( Termchon P K ). Namun, dalam pertimbangan Mahkamah
BAgung dalam kasasi, menyatakan, ™.......... meskipun
Pemohon i § ( PT. PRIMCOAT I.2STARI ) mencabut
permohonannya dengan alasan hutang telah dibayar oleh
TEermoRol, . «wew s juga masih adanva 2 ( dua ) kreditur
lainnya : PT. INTER WORLD STEEI MILLS INDONESIA dan
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PT. BINA ADIDAYA, sehingga svarat minimal dua
kreditur telap lerpenuhi........ o

Pertimbangan hukum tersebut, tidak dapat lagi
dibenarkan, karena hutang kepada kedua kreditur
fersebut, Jjuga sudah dibayar lunas sobelum poermehonan
kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga.

Menurut pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-Undang No. 4 Tahun
1998 Tentang Kepailitan, bahwa dekitur dinyatakan
pailit, bila mempunyai dua atau lebih kreditur dan
tidak merbayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagih.

Syarat pasal 1 ayat ( 1 ) Unding-undang Kepailitan
dalam perkara ini tidak dapat terpenuhi, karena
Cerbukti, bahwa dalam perkara a’quo hanya terdapat
satu kreditur dan tidak terdapat satu hutangpun vyang
telah jatuh tempo dan dapat ditagit .
Majelis Mahkamah Agung vyang mengadili perkara ini
dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum
terhadap alasan Peninjauan Kembali vyang diajukan oleh
Pemohon yang intisarinya sebagai berikut
1.Bahwa bukti yang diajukan merupakan “ Bukti tertulis
baru yang penting ( NOVUM )“ yang menunjukkan bahwa

“ Pemohon P K ™ ;
e tidak mempunyai hutang lagi kepada PT".
PRIMCOAT LESTARI.

¢ telah membayar lunas semua hutangnya kepada
1. PT. INTERWORD STEEL MILLS INDONESIA,
2. PT. BINA ADIDAYA.
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’. Dengan demikian, tidak ada dua atau lebih kreditur
yang tidak membayar sedikitny. satu hutang vyang
telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

3. Tentang adanya kemungkinan Y Kreditur 1lain ™
seperti yang dikemukakan oleh “ Termohon PK ” | PT.
JAYA READMIX ) dalam Jjawabannya terhadap alasan P K,
yaitu : % PERSEROAN HIGH RIGZK OPPORTUNITIES HURB.
FUND LIMITED “ sebagai Kreditur, menuruf pendapat
Majelis Hakim P K, belum dapat dipertimbangkan
karena hal itu tidak dijadikan dasar dalam
permohonan pailit tanggal 1 Desember 1998 199¢ No.
0622/ATN/XII/1998 yang jadi perkara Kepailitan No.
24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst.

4, Di samping itu alat bukti yang diajukan “ Termohon
PK “ untuk menguatkan dalilnya tentang adanya
“ Kreditur lain “ itu, berupa surat gugatan Perdata
No. 161/Pdt/G/1998/PN Jkt. Tim, adalah tidak dapat
diterima sebagai alat bukti, karena perkarannya
masih dalam tahap pemeriksaan dan belum ada putusan
Pengadilan.

5. Berdasarkan atas alasan yuridis di atas, Majelis
Mahkamah Agung berpendapat, ada cukup alasan uantuk
mengabulkan permchonan “ Peninjauan Kembali “, yang
diajukan oleh PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT,
sehingga putusan mahkamah Agung No. 01. K/N/1999
harus dibatalkan dan Mahkamah Agung menyatakan

menolak Permohonan Pailit dari Pemohon/Kreditur.

HILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER |
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3.3 BAnalisis Sosio-Yuridis Kasus Kepailitan PT. Hutama
Karya Kaitannya Dengan Pasal 1 Ayat ( 1 ) Undang-
Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan

Pada pembahasan berikut ini penulis ingin
mengemukakan kajian secara empiris diseputar kasus
kepailitan PT. HUTAMA KARYA. Berkaitan dengan hal itu,
penulis tidak hanya memfokuskan hukum  pada sifat
preskriptif-nya, yaitu dengan momberikan pengetahuan
tentang apa hukumnya bagi suatu kejadian tertentu serta
bagaimana mengopervasikan peraturan-pecaturan hukum yang
merupakan sistem ajaran vyang manetukan apakah vyang
seyogianya atau yang seharusnya dilakukan dalam
menghadapi kenyataan. Akan tetapi 1lebih terfokus pada
aspek realitanya. Yang dimaksud dengan hukum dalam
realita disini bukanlah kenyataan dalam bentuk pasal-
pasal di dalam berbagai peraturan perundang-undangan,
melainkan sebagaimana hukum itu dijalankan ( Otje Salman,
1989 : 25 ). Oleh karena itu penulis keluar dari batas
peraturan hukum dan mengamati praktik hukum atau hukum
sebagaimana dijalankan di dalam menyelesaikan masalah
kepailitan PT. HUTAMA KARYA tersebuf.

Untuk dapat memahami dengan baik kasus ini adalah
dengan mendasarkan pemahamannya kepada postulat Chambliss
dan Seidman ( diagram bab 2.3.6. ). Agar lebih
konstruktif dan untuk mempermudah peunarikan kesimpulan ,
penulis menqggunakan beberapa tahapar.

Pertama, adalah mengidentifikasi kekuatan-kekuatan

sosial ( societal - forces ) dan personal ( personal -
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forces ) yang dalam hal ini dapat dfjelaskan sebagaimana
berikut
1. Posisi Debitur ( PT. HUTAMA KAYA )} sebagai Badan

Usaha Milik Negara ( BUMN : di bawah naungan

W

Departemen Pekerjaan Umum Apabila J('bandingkan c<engan
perusahaan swasta nasiona’ secara struktural lebih
dekat dengan pusat kekuasaan ---- pembuat kebijakan /

policy maker.

. Kenyataan menunjukkan bahwa aset yang dimiliki Debitur

PT. HUTAMA KARYA jauh lebih besar daripada beban utang
yang harus dibayarkan yang menurut catatan Pusat Data
Business Indonesia asetnya sebesar Rp 762, 846 milyar
per akmhir 1996 —-—- dengan beban hutang yang hanya

sebesar Rp 2,8 milyar saja.

. Peran Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Tantri Abeng

baik pada Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung

sebagai Koordinator pihak debitur.

. Situasi perekonomian nasional yang sedang “ sakit

keras “ akibat badai krisis moneter.

. Piutang Kreditur I ( PT. JAYA READMIX ) vyang Jjauh

lebih besar daripada kreditur yang lainnya ----
sebesar Rp 2,8 milyar sedangkan piutang kreditur

lainnya kurang dari 0,5 milyar rupiah.

. Kredibilitas dan bonafiditas pengacara/advokat Adnan

Buyung Nasution yang merupakan salah seorang pengacara
* top “ di Indonesia.
Apabila pihak Debitur dan Kreditur diposisikan

vis a vis ” maka akan diperoleh gambaran yang tidak

seimbang “ kekuatannya “, bagaimanapur. juga status BUMN,
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Menteri Negara Pendayaguaan BUMN Tantri Abeng,
Bonafiditas pengacara Adnan Buyung Nasution memiliki
nilai strategis dan menentukan untuk memenangkan perkara
tersebut.
Kedua, adalah mengidentifikasi pemegang peran. Dalam
kasus ini yang menjadi pemegang peran adalah
1. Majelis Hakim baik dalam Pengadilan Niaga maupun Hakim
Mahkamah Agung, yang dalam dalam hal ini belum tentu
dapat bersikap netral.
. Pihak Kreditur ( PT. PRIMCOAT LESTARI, PT. JAYA
READMIX, E INTERWORLD STEEL MILLS, B, BINA
ADIDAYA ) vyang diwakili oleh kuasa hukumnya A. Teras

o

Narang, S.H.

3. Pihak debitur ( PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT )
yang pada saat Permohonan Kasasi dan Peninjauan
Kembali ( P K ) diwakili oleh kuasa hukumnya DR. Adnan
Buyung Nasution, S.H.

Ketiga, adalah menganalisis beberapa kontrcversi
diseputar surat Putusan Pengadilan baik Pengadilar Niaga
maupun Mahkamah Agung. Beberapa kenyztaan dipersidangan
yang terungkap adalah :

1. Pengakuan Debitur ( PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA
MAINT ) pada saat pemeriksaan tingkat kasasi di
Mahkamah Agung bahwa di samping kedua kreditur | PT.
HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT ), masih ada kreditur
lainnya vyang terungkap di persidangan dan tidak
dibantah oleh termohon kasasi yaitu; 1. PT. INTERWORLD
STEEL MILLS INDONESIA , dan 2. PT. BINA ADIDAYA.
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2. Secara tiba-tiba Kreditur 1II PT. PRIMCOAT LESTARI
mencabul  permohonan  kasasinya dengan alasan  bahwa
piutang-piutangnya telah dibayar oleh termohon kasasi
PT. HUTAMA KARYA pada saat perkaranya telah terdaftar
pada Mahkamah Agung dan belum diputus ----- pada saat
persidangan tidak dilampiri dengan bukti-bukti adanya

pembayaran tersebut.

3. Secara tiba-tiba ditemukannya “ bukti tertulis baru “
yang sangat penting { NOVUM ) vyang dijadikan alasan-
alasan untuk pengajuan P K . Bukti tertulis baru

tersebut adalah berupa kwitansi ; Ytrukti pembayaran
dari Pemochon P K kepada PT. INTEXWORLD STEDEMITLLS
INDONESIA sebesar Rp 359. B821.32%,80 dan kepada PT.
BINA ADIDAYA sebesar Rp 1. 750.000,- yang dengan
NOVUM tersebut diatas adalah Dbukti vyang tidak
terbantahkan bahwa para Pemochon Peninjauan Kembali
ternyata telah membayar luras hutang-hutangnya kepada
<edua Kreditur a’ quo per Tahun 1997 ---- sebelum
diajukannya permohonan pailit o©.eh Termohon P K.
Dimana dengan bukti tersebut opertentangan dengan
pengakuannya ( Debitur ) pada saat pemeriksaan kasasi.
Keempat, mengkaji aspek hukumnya yang dalam hal ini
adalah ketentuan pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-Undang No. 4
Tahun 1998 Tentang Kepailitan, yang di dalamnya
disebutkan mengenai syarat-syarat kepailitan apabila
telah memenuhi
Lo Debifhr tersebut mempunyai dua atau 1lebih kreditur;

dan
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2. Debitur tersebut tidak membayar rcedikitnya satu utang
yang telah jatuh tempo dan dapal « itagih.

Persoalan pencabutan secara tiba-tiba atas
permohonan kasasi ( PT. PRIMCOAI LESTARI ) dengan alasan
piutang-piutangnya telah dibayar oleh Debitur ( PT.
HUTAMA KARYA dan PT,., BINA MAINT ) dan secara tibe-tiba
pula ditemukannya bukti-bukti tertulis baru ( NOVUM )
yang berupa kwitansi pembayaran atas dua Kreditur lainnya
( PT. INTERWORLD STEEL MILLS INDONESIA dan PT. BINA
ADIDAYA ) apabila dikaitkan dengan ketentuan mengenai
syarat minimal dua kreditur di dalam pasal 1 ayat ( 1 )
Undang-undang Kepailitan akan dapat diperoleh kesimpulan
sebagaimana berikut
1. PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT sebagai debitur

berusaha untuk memanfaatkan “ celah hukum “ dalam
ketentuan pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-undang Kepailitan
dengan melakukan pembayaran kepadia ketiga( dari empat
Kreditur ) lainya ---- terkecuali PT. JAYA READMIX ---
sehingga dapat lolos dari vonis pailit Majelis
Mahkamah Agung.

2. PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT dengan sengaja
melanggar beberapa aturan hukum untuk dapat memperoleh
" keadilan " atas keputusan pengadilan sebelumnya
( tingkat kasasi MA ) yang menurutnya tidak adil
( pasal 242 KUH Pidana tentang sumpah palsu dan
keterangan palsu, pasal 378 KUH Pidana tentang

penipuan ), yang mana perbuatan / pelanggaran tersebut

sengaja dilakukan karena menurut zkal sehat apabila
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dilihat dari rasio utang yang dimiliki adalah 1/272
dari total asel yang dimilikl oleh PYl'. HULIAMA KARYA.

3. Setelah lepas dari tuntutan pailit ( dengan keputusan
P K ) , debitur PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT
tetap diharuskan memenuhi prestasinya kepada PT. JAYA
READMIX dengan penggantian biaya, rugi dan opunga
karena tidak dipenuhinya suatu perikatan ( pasal 1243
BW/ KUH Perdata ).

Apabila dilihat dari aspek hukum maupun keadilanvya,
sebenarnya kedua belah pihak Debitur maupun Kreditur
dengan Keputusan Mahkamah Agung No. 04./ PK / N /1999
vang menolak Permochonan Pailit mempunyai konsekwensi
hukum sebagai berikut
1. PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT secara otomatis

terlepas dari ketakutan bubarnya perusahaan akibat
permohonan kepailitan debitur texrsebut, vyang oleh
kalangan usaha dianggap sebagai aib, menjatuhkan nama
baik, dan memalukan. Akan tetapi kewajibannya untuk
memenuhi segala perikatannya ( prestasi ) Lkepada
Kreditur tetap harus dipenuhi berikut ganti rugi dan
bunganya ( pasal 1243 BW / KUH FPerdata ).

2. PT. JAYA READMIX sebagai Kreditur tetap berhak untuk
menuntut dipenuhinya prestasi berikut ganti rugi dan
bunganya kepada debitur PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA
MATNT.

Hasil akhir proses pemeriksaan permohonan kepailitan
yang sedemikian ini selaras dengan pendapat bahwa tingkah
laku pemegang peran pada dasarnya dimotivasi oleh
keinginan untuk memperoleh tujuan tertentu ( Agus Dharmz,
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1994 : 15 ) ,dan Bagaimana seorang pemegang j.eran
bertingkah laku merupakan hasil penjumlahan
( resultante ) dari semua kekuatan-kekuatan yaitu yang
berasal dari orang ( personal forces ) dan yang berasal
dari masyarakat ( societal forces ) ( Ronny Hanitiyc

Soemitro, 1985 : B0 ™).
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BAR IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi vyang telah dikemukakan di
atas, serta dilandasi oleh hasil analisis data dan
kerangka pemikiran yang mendasar dalam tulisan ini, maka
dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 4
Tahun 1998 Tentang Kepailitan dapat diketahui bahwa
setiap permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat
kedudukan hukum debitur. ©Oleh sebab itu Pengadilar
Niaga Jakarta Pusat mempunyai kewenangan untuk
memeriksa dan memutus permohonan kepailian PT. HUTAMA
KARYA tersebut.

2. Bahwa di dalam memeriksa dan memutus permchonan
kepailitan terhadap PT. Hutama Karya ( BUMN ) tersebut
Majelis Hakim baik dalam Pengadilan Niaga maupun
Mahkamah Agung dalam pertimbangannya sebagai berikut
a. Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa

para Pemohon ( PT. JAYA READMIX dan PT. PRIMCOAT
LESTARI ) mempunyai hubungan hukum dan mempunyai
hutang secara langsung dengan “ HUTAMA BINA MAINT
JOINT OPERATION “, dan tidak mempunyai hubungan
hukum dengan termohon ( PT. HUTAMA KARYA dan PT.
BINA MAINT ) , maka terbukti bahwa para Te:xmohon
bukan Debitur dari para Pemohon selaku Kreditur
( tidak memenuhi syarat pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-
Undang Nomor 4 tahun 1998 Tentang Kepailitan ),

41
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sehingga Majelis Hakim memberikan putusan menolak
permohonan kepailitan tersebut.

Majelis Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi

menyatakan bahwa berpegang pada pasal il
sub d.PERMEN P.U. ( Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum ) yang menyatakan bahwa Joint Operation

tersebut tidak merupakan badan hukum berdasarkaa
perundang-undangan Indonesia. Maka Secara yuridis
dapat dikategorikan sebagai suatu perseroan ( vasal
1618 BW/ KUHPerdata) dan Jjuga sebagal pers=roan
firma ( pasal 16 Wv.k / KUHDagang ), oleh karena
itu sesuai ketentuan pasal 1643 BW / KUHPerdata dan
pasal 18 Wv. K / KUHDagang masing-masing persero
bertanggung Jjawab secara tanggun¢ renteng memoayar
hutang yang dibuat oleh HUTAMA BINA MAINT JOINT
OPERATION, sehingga ketentuan pasal 1 ayat ( 1 )
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
dapat terpenuhi dan debitur dinyatakan dalam
keada:n pailit.

Majelis Mahkamah Agung RI daliém Tingkat Peninjauan
Kembali menyatakan bahwa dengan ditemukannya bukti
tertulis baru ( NOVUM ) vyang nenunjukkan pemohon
P K ( PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT ) telah
membayar lunas semua hutang-hutangnya kepada tiga
kreditur lainnya, sehingga 1anya tinggal satu
kreditur, vyaitu PT. JAYA RFADMIX, maka Majelis
Mahkamah Agung berpendapat bahwa syarat dua atau
lebih kreditur yang tidak membayar sedikitnya satu
hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
( pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
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1998 Tentang Kepailitan ) tidak dapat terpenuhi,
dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permolionan
pailit dari pemohon/ kreditur PT. JAYA READMIX.

3. Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan
dan dilandasi oleh kerangka pemikiran para ahli maka
secara yuridis PT. HUTAMA KARYA dkk ( HUTAMA BINA
MAINT JOINT OPERATION ) telah melakukan pelanggaran-
pelanggaran terhadap peraturan. perundang-undangan
dengan melakukan pembayaran kepada tiga kreditur
lainnya pada saat pemeriksaan permohonan kepailitan di
proses di pengadilan dengan tujuan dapat lolos dari
vonis pailit. Majelis Hakim. Yang mana pelanggaran-
pelanggaran tersebut terpaksc dilakukan dengan
mengingat kondisi debitur yang secara obyektif meaurut
akal sehat “ mampu ( profitabie )} " membayar hutang
yang hanya sebesar 1/272 <dari total aset vyang
dimiliki PT. HUTAMA KARYA sehingga sangat tidak adil
apabila divonis pailit oleh Mahkamah Agung.

4.2. SARAN
Setelah mempelajari permasalahan tersebut diatas,

penulis menyarankan sebagai berikut

1. Agar para pihak vyang akan membuat suatu perikatan
( perjanijian ) betul-betul bersikap fair di dalam hal
pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing sasuai
dengan apa yang diperjanjikan.

2. Tidak selayaknya hukum ( peraturan ) dijadikan alat
untuk bersembunyi dari kewajiban yang seharusnya
dilakukan dan sebaliknya tidak pada tempatnya hukum

dijadikan alat / senjata untuk mewujudkan maksud Jjelek
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/jahat demi keuntungannya sendiri dengan mengorbankan

pihak lain atas nama hukum atau un~ang-undang

3. Seharusnya faktor familiaritas para subyek yang

bersengketa dengan dilandasi semangat penyelesaian
“ win-win solution “ lebih diutamakan untuk berunding
/ bersepakat melakukan usaha-usaha yang menguntungkan
kedua belah pihak melalui upaya Penundaan Kewaliiban
Pembayaran Utang ( PKPU ) déripada menempuh “alan

Kepailitan.
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Lampiran 1

PUTUSAN BADAN PERADILAN

[PENGADILAN NIAGA |

PUTUSAN

NOMOR : 24/PAILIT/1998/PN.NIAGA/JKT.PST.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan
memutuskan perkara permohonan pernyataan Pailit, pada Peradilan tingkqt pertama,
dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1.

PT. JAYA READYMIX, berkedudukan di Jal:arta, Graha Mobisel, Lantai 5
Jalan Buncit Raya No.139 Jakarta Selatan (12720), &

dan

PT. PRIMACOAT LESTARI, berkedudukan di Jakarta Jalan Jos Sudarso
Kav. 85 Sunter Jaya Jakarta Utara (14350), Dalam hal ini keduanya diwakili
oleh kuasanya A. TERAS NARANG.SH. Dkk Advokat dan Pengacara
“A. TERAS NARANG.SH & ASSOCIATES berkantor di Jalan Let.Jend.S.
Parman No.12 Wisma Bisnjs Indonesia Lantai 15 Jakarta Barat (11480),
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Nopember 1998, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON-| dan PEMOHON || Atau PARA
PEMOHON :

LAWAN

PT. HUTAMA KARYA, berkedudukan di Jakarta Jalan Let.Jend. Haryono
MT.Kav.No. 8 Cawang Jakarta Timur (13340);

Dan

PT. BINA MAINT, berkedudukan di Jakarta Jalan Tambak No.4 Jakarta
Pusat, 5

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya NUR WAHYUDI.SH. Staff
FT Hutan}a'Karya, berkantor di Jalan Letjen MT.Haryono, Kav No.8 Jakarta
Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 1998 yang
untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-| dan TERMOHON-I| Atau
PARA TERMOHON : '

PENGADILAN NIAGA tersebut ;
SETELAH MEMBACA :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pucat, tanggai 2 Desember 1998
Nomor: 24/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., perihal penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pernyataan Pailit Nomor: 24/
Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt. Pst >

2. Penetapan Majclis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

12 - VARIA PLRADILAN 166
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tanggal 4 Deszmber 1998 Nomor : 24/Pailit/1998/?N.Niaga/Jkt.Pst., perihal
penetapan wal.tu sicang pemeriksaan perkara permohonan tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwe Para Pemohon dengan permohonannya tertangcal 1 Desember

1998, terdaftar di Kupaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

tanggal 2 Des2mber 1998, Nomor. 24/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt. Pst., pada pokoknya telah

rmengajukan permohonan sebagai berikut :

T. Bahwa Para Termohon mempunyai sisa hutang kepada Pemohon-| sejumlah Rp.
Rp.2.083.948.250,- (dua milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh
delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
berdasarkar surat konfirmasi tagihan yang telah disampaikan oleh Pemohon-i
kepada Para Termohon, tertanggal 20 Juli 1998 No.JMX-331/VII/98/Dir ;

Z. Bahwa Pare Termohon mempunyai sisa hutang kepada Pemohon-Il sejumlah
Rp.283.247.109.32,- ( Duaratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh
ribu seratus sembilan rupiah tiga puluh dua sen), yang telzh dan dapat ditagih
berdasarkan tanda terima No.1.666/VIIl/ 97, tanggal 21 Agustus 1997, No.1670/IX/
97, tanggal 9 September 1997, No.1687/X/97, tanggal 27 Oktober 1997, dan No.1631/
XI1/97, tertariggal 22 Desember 1997 ;-

3. Bahwa Para Termohon juga mempunyai utang kepada Kreditur lainnya yaitu
3.1.PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Jalan
Pangeran Jayakarta 131 A/44-45, Jakarta.

3.2.PT. BINA ADIDAYA, berkedudukan di Jakarta, Jalan Yos Sudarso Kav. 85 Sunter
Jaya Jakarta Utara (10350);

Menimbang, bahwa atas permohonan pernyataan Paiiit tersebut, Para Termohon
menyatakan secaia lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Termohon tidak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban
‘Pembayaran Utang (PKPU) atas permohonan pernyataan Pailit Para Pemohon ;

- Bahwa Para Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dan mempunyai hutang
secara lansung kepada Para Pemohon ;
Bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan hukum dan mempunyai utang secara
-langsung dengan Hutama Bina Maint Joint Operation ;

- Bahwa tidak ada badan hukum tersendiri antara Termohon-l dan Termohon-Il dalam
bentuk Joint Operation tersebut;

- Bahwa Joint Operation tersebut menjadi tanggung jawab Termohon-| dan
Termohon-Il dengan kewajiban masing-masing sebesar 60% (enam puluh persen)
dan 40% (empat puluh persen);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon
mengajukan hukti surat tertanda PI-1s/d P)-11 dan PlI-1 s/d PI-8, sebagaimana terlampir
dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa’para termohon tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon dan para Termohon tidak mengajukan
sesuatu lagi, maka Pengadilan perlu segera menjatuhkan putusan ;
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Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya
yang terjadi disidang sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dianggap termasuk

dalam putusan ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah
sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya bermaksud agar para
Termohon dapat dinyatakan Pailit dengan alasan Para Termohon mempunyai sisa hutang-
kepada Pemohon-| sejumlah Rp. 2.083.948.250,- (dua milyar delapan puluh tiga juta
sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan kepada
Pemohon-Il sejumlah Rp. 283.247.109.32,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus
empat puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah tiga puluh dua sen), yang sudah jatuh
tempo dan dapat ditagih, tetapi sampai permohonan ini diajukan ternyata para termohon
belum membayarnya;

Menimbang, bahwa pasal 1 (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang
Kepailitan menentukan bahwa : "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan
tidak membayar sedikitpun satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2, baik atas permchonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang
atau lebih krediturnya" ;

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan Pailit terhadap Para Termohon
diajukan atas permintaan Pemohon-| dan Pemohon-ll selaku Kreditur, karena itu
permohonan ini telah memenuhi syarat permohonan Pernyataan Pailit sebagaimana
tersebut dalam pasal 1 (1) UU No.4 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan kepada Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ¢aerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan hukum para Termohon yaitu di Jalan MT. Haryono Kav.85 Cawang Jakarta
dan Jalan Tambak No.4 Jakarta, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi
ketentuan pasal 2 (1) dan pasal 1{1) UU No.4 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa para Termohon menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai
hubungan hukum dan utang secara langsung dengan para Pemohon, sebab yang
berhubungan secara langsung adalah Hutama Bina Maint Joint Operation, dimana
Termohon-l dan Termohon-Il mempunyai kewajiban masing-masing sebesar 60% (enam
puluh persen) dan 40% {empat puluh persen) ; ~

Menimbana, bahwa Pemohon-l mendapat surat Perintah Kerja dari James Koh,
& » utans bina Maint Joint Operation sebagaimana tersebut dalam
surat Perintah kerja tertanggal 20 September 1996 No.HH-BM/433/SPK.RJ/27
(lihat bukti surat P.1-3) ; )

- Bahwa Price Revision tertanggal 29 September 1997
No.JMX/211/707/3/1X/97, tanggal 29  September 1997
No.JMX/212/707/3/1X/97, tanggal 28 September 1997

No.JMX/213/707/3/1X/97, tanggal 27 September 1997 No JMX/210/707/3/1X/97,
berserta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia (lihat bukti P.1-4, P.1-4a, P.1-5
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P.1-5a, P.1-6, P.1-6a, P.1-7, dan P.1-7a ), menyatakan bahwa Pemohon-I mengadakan
hubungan surat menyurat dengan Konsorsium Hutama Bina Maint Joint Operation;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1-3 s/d P.1-7a tersebut, terbuktilah
bahwa Pemohon-| berhubungan hukum dengan Konsorsium Hutama Bina Joint
Operation dan bukan dengan Para Termohon ;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Kerja tanggal 16 April 1997, No.SPK.RJ/007/11
K-BM/IV/87 menyatakan bahwa James Koh Selaku Direktur Proyek Hutama Bina Maint
Joint Operation, memberikan pekerjaan kepada Pemohon-Il {lihat bukti surat P.lI-3);

Menimbang, bahwa tanda terima tanggal 1 September 1997, No. 1.666/VIIl/97,
tanggal 11 September 1997 No. 1670/1X/97, tanggal 27 Oktober 1997, No6.1687/X/97 dan
tanggal 22 Desember 1997 No.1691/X11/97, (lihat bukti surat PlI-4, PII-5,P|I-6 dan P.lI-7)
menyatakan bahwa Pemohon-Il mengirim tanda terima kepada Hutama Bina Maint
Joint Operation ;

Menimbang, batwa berdasarkan bukti surat P.li-3 s/d PIl-7 tersebut terbuktilah
bahwa Pemohon-Il berhubungan hukum dengan Hutama Bina Maint Joint Operation
dan bukan dengan para-Termohon ;

Menimbang, bahwa demikian juga surat Pemohon-I tanggal 20 Jiuii 1998,
HO.JMX-331/VII/98/Dir. dan Facsimile Transmittel tanggal 26 Agustus 1998 (lihat bukti
surat P.I-8 dan PI-9) menyatakan bahwa tagihan Pemohon-| dan Pembayarannya
ditujukan kepada dan dari PT. Konsorsium Hutama Bina Maint :-

Menimbang, bahwa surat A. Teras Narang, SH tertanggal 21 Oktober 1998 No.
0516/ATN/X/1998 juga ('itujukan kepada Hutama Bina Maint Joint Operation (lihat bukti
surat P1-10) ;

Menimbang, bah va berdasarkan bukti surat PI-8, PI1-3 dan PI-10 tersebut,
terbuktilah bahwa Pemohon-I berhubungan hukum dengan Hutama Bina Maint Joint
Operation dan bukan dengan Para Termohon :

Menimbang, berc'asarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan lagi pula tidak
ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara
Hutama-Bina Maint Joint Operation dengan Para Termohon, maka Pengadilan
berpendapat terbuktilah bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum
dengan Para Termohon, sehingga dengan demikian terbukti pula, bahwa Para Termohon
bukanlah Debitur dari Para Pemohon selaku Kreditur ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti pula bahwasanya permohonan Para
Pemohaon tidaklah memenuhi syarat Ketentuan Pasal 1 (1) UU No.4 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa satu syarat telah tidak terpenuhi, maka
Pengadilan tidaklah perlu mempertimbangkan syarat-syarat selebihnya yang ditentukan
olen pasal 1 (1) UU No.4 Tahun 1998, namun demi lebih sempurnanya pertimbangan

hukum dalam perkara ini. Pengadilan akan mempertimbangkan syarat-syarat selebihnya
tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, khususnya
bukti surat PI-3 8/d P.I-10 dan PII-3 8/d PlI-7) tidaklah dapat membuktikan kapankah
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utang telah jatuh wi ktu dan kapan pula utang dapat ditagih, karena itu berbukti pula
permohonan Para Pe mohcn tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 1{1) UU No.4 Tahun

1998 ;

Menimbang, ahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut.
Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon ticak'ah memenuhi
syarat-syarat sebagaimana diatur dan ditentukan oleh pasal 1 (1) UU No.4 Tahun 1998,
karena itu haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan Pailit Para Pemohon adalah perkara
permohonan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan hukum yang berlaku utamanya pasal 1 (1) UU No.4
Tahun 1998 dan Undang-undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

- Menolak permohonan pernyataan Pailit Para Pemohon ;

Menghukum Para Pemohon membayar semua biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Senin, tanggal 21 Desember 1998 dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, terdiri dari : PARWOTO WIGNJOSUMARTO,SH, sebagai Hakim Ketua
R. JOEDIJONO,SH dan VICTOR HUTABARAT.SH, masing-masing sebagai Anggota, dan
putusan tersebut diucapkan pada hari: RABU, Tanggal 23 Desember 1998, dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga tersebut, dengan dihadiri
oleh : YANWITRA. SH. sebagai Panitera Pengganti ; HERRY WIBOWO.SH . dan GEORGE
BERNHARD,SH., sebagai kuasa Para Pemohon dan NUR WAHYUDI.SH. sebagai kuasa
Para Termohon. i

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN
Reg. No. : 01 K/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH: AGUNG

memeriksa perkara Niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut
dalam perkara : ‘

.

1.. PL JAYA READYMIX, berkedudukan di Graha Mobisel, Lantai 5, Jalan
Buncit Raya No. 139, Jakarta Selatan;

2. PT. PRIMACOAT LESTARI, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Kav. 85,
Sunter Jaya, Jakarta Utara, dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya
- A. TERAS NARANG, SH dan rekan, beralamat di Jalan Let. Jend. S.
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Parman No. 12 Wisma Bisnis Indonesia Lantai 15 Jakarta Barat,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 1998;
Pemohon kasasi | dan Il (dahulu Pemohon | dan ll/Kreditur)

melawan

1. PT. HUTAMA KARYA, berkedudukan di jalan Letjen Haryono M.T. Kav.8
Jakarta Timur;

2. PT. BINA MAINT, berkedudukan di Jalan Tambak Timur No. 4 Jakarta
Pusat, dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya : NUR WAHYUDI,
SH, berkantor di Jalan Letjen Haryono M.T. Kav.8 Jakarta Timur,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 1998;

Termohon kasasi | dan Il (dahulu Termohon | dan Tergugat ll/Debitur):

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang kasasi |
dan Il sebagai Pemotion ash | dan |l telah mengajukan permohonan Pailit dimuka
persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dalil-dalil yang pada poxoknya
sebaqai berikut ;

bahwa para Termohon mempunyai sisa hutang kepada Pemohon | sejumlah Rp.
2.083.946.250,- (dua m.ilyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam
tibu dua ratus lima puluh rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan
surat Xonfirmasi tagihan yang te'ah disampaikan oleh Pemohon | kepada para Termohon,
1 mar ga! 20 Juii 19987 No.JIMX-331/VI1/98/Dir:

bahwa para Termohon mempunyai sisa hutang kepada Pemohon II sejumlah Rp.
283.247.109.32,- (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu
s2ratus sembilan rupiah tiga puluh dua sen), yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
bzardasarkan tanda terima No. 1.666/VI11.97, tanggal 21 Agustus 1997, No. 1670/1X/97,
tenggal 9 September 1997, No.1687/X/97, tanggal 27 Oktober 1997, dan No.1691/Xil/97,
tertanggal 22 Desember 1997; )

Bahwa para Termohon juga mempunyai hutang kepada kreditur lainnya yaitu :

1. PT. Inter World Steel Mills Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Pangeran
Jayakarta 131 A/24-45 Jakarta;

2. PT. Bina Adidaya, berkedudukan di Jakarta, Jalan Yos Sudarso Kav.85 Sunter Jaya
Jakarta Utara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; . .
2. Menyatakan para Termohon telah dalam keadaan berhenti membayar hutangnya

kepada para Pemohon dan karenanya dinyatakan pailit dengan segala akibat
hukumnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998;

3. Mengabulkan dan meletakkan sita jaminan atas hartz kekayaan para Termohon,
berupa :
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. Tanah dan bangunan perkantoran berikut turutannya milik Termohon |, yang
terlatak dan setempat dikenal sebagai jalan Iskandarsyah | No. 6 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan;

. Tanah dan bangunan perkantoran berikut turutannya yang terletak dan
setempat dikenal sebagai jalan Let.Jen. Haryono M.T. Kav. No.8 Cawang,
Jakarta Timur;

Tanah dan bangunan perkantoran herikut turutannya yang terletak dan
setempat dikenal sebagai jalan tambak No.4 Jakarta Pusat;

. Lift merk "Gold Star", Type MJP-17 Kapasitas Maximum 750 Kg/11 orang,
Peruntukkan : Lift untuk gedung 24 Lantai, panyaknya 11 unit ;

. Harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik para Termohon lainnya;
Untuk selanjutnya dijual dan hasil penjualan dipakai untuk membayar tagihan
para Pemohon yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.367.195.359.32 (dua milyar
tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima
puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen), dengan perincian masing-masing yaitu:

- Untuk hutang Pemohon | y
SEREEAT T, .. s sz Rp. 2.083.948.250,00

Untuk hutang Pemohon |l
SBIIBESAE .. upme e --srivisiscssentinrsssis Rp. 283.247.109.32

Jumlah Rp. 2.367.195.359.32

dan ditambah ganti rugi denda keterlambatan pembayaran, berupa bunga menurut
hukum, yaitu sebesar 2% per-bulan, yang dihitung sejak tunggakan perhbayaran
para Termohon kepada para Pemohon, terhitung sejak per 31 Januari 1997 sampai
dengan dilaksanakannya pembayaran secara tuntas oleh para Termohon kepada
para Pemohon;

4. Manunjuk Kurator, dalam hal ini: Munir Fuady, SH. MH.LLM, selaku Kurator yang
diangkat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan Hakim Pengawas
guna melaksanakan tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998;

5. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pailit tersebut, Termohon | dan |l
mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Termahon tidak mengajukan permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang (KPU) atas permohonan pernyataan pailit para Pemohon;

Bahwa p.ira Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dan mempunyai hutang
secara langsu g kepada para Pemohon;

B_ahwa para Pemohon mem_punyai hubungan hukum dan mempunyai utang secara
langsiing dengan HUTAMA BINA MAINT JOINT OPERATION;

Baiwa, tidak ada Badan Hukum tersendiri antara Termohon | dan Termohon |l
dalam bentut. Joint Operation tersebut;

Bahwa .Juint Operation tersebut menjadi tanggung jawab Termohon | dan
Termohon Il di:ngan kewajiban masing-masing sebesar 60% (enam puluh persen) dan
40% (empat puluh persern);

NG

'
N
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Menimbang, bahwa terhadap permohonan pailit tersebul, Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu : Putusannya tanggal 23 Desember 1998
Nomor : 24/Pailit/1998/PN.NIAGA/JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak permohonan pernyataan Pailit para Pemohon;

Menghukum para Pemohon membayar semua biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diberitahukan
kepada Para Pemohon pada tanggal 29 Desember 1998 kemudian terhadapnya oleh
Pemohon dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus,
tanggal 24 Desember 1998 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal
29 Desember 1998, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 13/
KAS/PAILIT/1998/PN.NIAGA/JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh "memori kasasi” yang memuat
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari

itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon kasasi/Termohon asal yang pada tanggal 10
Desember 1998 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori
kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat tanggal 5 Januari 1999;

Menimbang, bahwa berc'asarkan surat dari Panitera Pengganti Niaga Jakaria Pusat
tanggal 13 Januari 1999 Nomcr : W7.DC.HT.206.1.99.03 perihal pencabutan permohonan
kasasi dari Pemohon kasasi | beserta Lampiran berupa Berita Acara Pencabutan, ternyata
bahwa Pemohon kasasi | telah mencabut permohonan kasasinya;

Menimbang, bahw. setelah Mahkamah Agung meneliti pencabutan permchonan
kasasitersebut ternyata oahwa pencabutan dilakukan langsung oleh Drs. Noto Santoso,
Direktur Utama PT. Prima Coats Lestari, setelah mencabut kuasanya terhadap A. Teras
Narang, SH dan kawan-kawan, dengan surat pencabutan kuasa tanggal 5 Januari 1999,
oleh karenanya per,cabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut dilakukan setelah perkaranya
terdaftar pada Mahkamih Agung dan belum diputus, maka berdasarkan pasal 49
Undang-Undang No.14 T: hun 1985 permohonan untuk mencabut permohonan kasasi
tersebut dapat dikabulkan; ;

Menimbang, bahwa neskipun dalam perkara ini yang mengajukan secara resmi
hanya dua orang kreditu, sedangkan salah seorang kreditur yakni Pemouhon kasasi I
telah dikabulkan pericubutan kasasinya, Mahkamah Agung barpendapat bahwa
permohonan kasasi ini masih memenuhi syarat pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1998, karena ternyata, disamping kedua kreditur tersebut diatas, masih ada kreditur
lainnya yang terungkap dalam persidangan dan tidak dibantah oleh ‘Termohon kasasi,
oleh karena itu perkara ini akan diperiksa dan diputus dalam tingkat kasasi sebagaimana
¢ kan disebut dibawah :

Menimbang, bahwa permchonan kasasi a'quo beserta alasan-alasannya telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena permo-
honan kasasi tersebut formil dapat diterima:
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Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi |
dalam Memori kasasinya tersebut, pada pokoknya jalah :
1. Judex facti te.ah salah menerapkan hukum tentang - " Joint Operation”;
Bahwa Juint Operation menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, tanggal
7 Februari 1991 Nomor @ 50/PRJ/1997 adalah suatu usaha antara satu atau
beberapa perusahaan jasa Konstruksi asing, dan nasional yong bersifat
sementara untuk menangani satu atau peberapa proyek dan tidak merupakan
gadan Hukum Baru;

. Bahwa meskipun secara formil, Pemohon kasasi berhubungan langsung
dengan "k utama Bina Maint Joint Qperation”, tidaklah berarti bahwa Pemohon
kasasi ticak mempunyai hibungan hukum dengan para Termohon kasasi,
karena delam Flutama Bina Maint QOperation, terdapat dua Badan Hukum yang
mempunyai : “legitime persona stand in judicio™ selaku subyek hukum. Hal
tersebut telah diakui secara tegas oleh Termohor dalam persidangan hahwa
Termohon bertanggung jawab masing-masing 60% dan 40%;

2. Judex facti telah salah menentukan tanggal jatuh temponya tagihan tersebut;

a. Bahwa bukti p|-1 - P.I-8, tanggal jatuh temponya tagihan tersebut adalah;
- tanggal 25 September 1997 untuk proyek Rajawali Condominium I
- tanggal 20 April 1997 untuk proyek Frivamas Kemayoran;
- tanggal 27 Desember 1897 untuk proyek Ranusa Sewa Manis;
tanggal 3 September 1997 untuk proyek Unit Laguna Apartemen;
b. Bahwa berdasarkan bukti P11-3, bukti P-4 s/d PII-7, keseluruhan taginan
Pemohon I, jatuh tempo. sejak bulan Desember 1897;
3. Bahwa pengadilan Niaga Jakarta telah salah menerapkan hukum, karena telah
membenarkan sanggahan para Termohon/Termohon Kasasi, bahwa antara
Termohon kasasi, tidak ada hubungan hukum, pada hal jelas bahwa Termohon

tidak mengajukan bukti sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung
berpendapat .

mengenai keberatan-keberatan ad. 1dan 2:

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah

menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: .

- bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan bahwa
Termohon | dan |l berutang kepada Pemohon | sebesar Rp. 2.083.948.250,- dan
kepada pemohon |l sebesar Rp. 283.247.109.32,- serta kepada Kreditur lainnya
yaitu : PT. Intar World Steel Mills Indonesia dan PT. Bina Adidaya, utang mana

. telah jatuh tempo;

Sate pahwa Termohon melalui kuasanya dimuka parsidangan pada pokoknya menge-

mukakan bahwa @ _

1. antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan langsung. tetapi

pemohon hanya berhubungan langsung dengan "Hutama Bina Maint Joint
Operation”
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2. benar,"Hutama Bina Maint Joint Operation” didirikan oleh PT. HUTAMA KARYA
(Termohon 1) dan PT, Bina Maint (Termohon Il) dengan saham masing-masing
60% dan 40%;

bahwa dari pengakuan Termohon | dan |l tersebut jelas : bahwa "HUTAMA BINA

MAINT JOINT OPERATION" adalah consorsium/joint antara Termohon | dan

Termohon II;

bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon hanya ber-

hubungan langsung dengan "Hutama Bina Maint Joint Operation”, sebagaimana

telah dipertimbangkan oleh judex facti;

bahwa dengan demikian permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih

lanjut adalah : 5

1. Apakah, Termohon | dan Il sebagai pesero "HUTAMA BINA MAINT JOINT
OPERATION", dapat secara langsung bertanggung jawab/dapat ditagih atas
utang HUTAMA BINA MAINT JOINT OPERATION;

2. Apakah, Termohon | dan I, memenuhi syarat untuk dipailitkan, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998;

ad. 1. Apakah Terimohon | dan lI dapat secara langsung bertanggung jawab/dapat
ditagih atas utang Hutama Bina Maint Joint Operation.

Menimbang, bahwa Peraturan khusus yang berlaku terhadap Joint Operation
dibidang Konstruksi adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 50/PRT/1991 tanggal

" Februari 1991;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 sub. d. Peraturan Menteri tersebut ditentukan
*Usaha kerja sama (Joint O eration) adalah usaha antara satu atau beberapa perusahaan
jasa konstruksi asing dan nasional yang bersifat sementara, untuk menangani satu
atau beberapa proyek dan tidak merupakan "Badan Hukum Baru" berdasarkan
perundang-undangan Indonesia;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 sub d. tersebut, jelas bahwa Joint
Operation, bukanlat suatu Badan Hukum tersendiri, dan hanya bersifat sementare,

sedangkan dalam peraturan I.C. tidak diatur secara tersendiri mengenai status hukum
atau hukum yang berlaku terhadap Joint Operation;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara-cara pembentukan "Hutama Bina
Maint Joint Operation”, yakni merupakan "Usaha bersamayang tidak berbentuk Badan
Hukum antara PT. Hutama Karya dan PT. Bina Maint, dengan tujuan untuk mencari
keuntungan bersaraa dan masing-masing dengan pérbandingan 60% dan 40%,
Mahkamah Agung berpendapat bahwa usaha bersama tersebut dapat dikategorikan,
sebagai sebuah "Perseroan”, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1618 B.W,
dan apabila diperhatikan cara penggunaan nama bersama yakni : Hutama Bina Maint
Joint Operation, maka "Perseroan” yang merupakan usaha bersama dari para Termohon
Kasasi, dapat dikategorikan sebagai: Perseroan FIRMA, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 16 KUH Dagang, - i e : "ol

Menimbang, bahvsa sesuai dengan ketentuan pasal 1643 KUH Perdata, atau pasal
18 KUH Dagang, masing-masing pes2ro mempunyai tanggung jawab secara tanggung
renteng, oleh karena itu para Termohon kasasi, bertanggung jawab atas hutang-hutang
yiang dibuat oleh Hutama Bina Maint Joint Operation;
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ad. 2. Apakah Termohon | dan |l memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit, menurut
Undang-Undang No. 4 Tahun 1998,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998,
debitur dapat dinyatakan pailit, apabila memenuhi syarat
i adanya utang
2. utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3.  kreditur minimal 2.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak memberikan penje-
lasan apa yang dimaksud utang dalam kaitannya dengan Kepailitan, sehingga telah menim-
bulkan berbegai penafsiran, namun menurut Majelis, yang dimaksud dengan utang
dalam kaitannya dengan Kepailitan adalah utang baik, yang timbul karena Undang-
Undang, maupun karena perikatan, yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Termohon |
dan Il telah berhutang dari Pemohon dan untuk membuktikan adanya utang tersebut,
telah mengajukan bukti-bukti P.I-1 s/d PI-Il dan RlI-1 s/d PI1-8, dari bukti mana ternyata
bahwa Pemohon telah mendapat pekerjaan berupa pembangunan beberapa gedung
dan telah diselesaikan namun termohon sampai pada saat diajukannya permohonan
ini belum dibayar lunas;

Menimbang, bahwa dari bukti PI-8 dan P.I-9 dan bukti P.II-3 s/d PI1-7, terbukti, bahwa
utang Termohon | dan Il pada Pemohon I dan i, telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa selain Pemohon | dan Il sebagai Kreditur, Termohon | dan |l
juga didalilxan oleh Pemohon, terdapat dua kreditur lainnya yaitu : PT. Inter World
Steel Mills Indonesia dan PT. Bina Adidaya, hal mana tidak disangkal oleh Termohon |

dan Il;
\

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon Il mencabut permohonannya dengan
alasan telah dibayar oleh termohon, namun, selain tidak dilampiri/tidak terbukti adanya
pembayaran tersebut, juga masih adanya dua kreditur lainnya, sehingga syarat adanya
minimal dua kreditur tetap terpenuhi; ‘

Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
Mahkamah Agung berpendapat Termohon | dan Il telah memenuhi syarat untuk
dinyatakan pailit, sehingga dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan kasasi dari Pemohon kasasi | dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat serta akan mengadili sendiri, dengan amar seperti tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa karena Termohon | dan Il harus dinyatakan pailit, maka
berdasarkan pasal 13 Undang-Undang No. 4 tahun 1998, harus diangkat seorang Kurator
dan seorang Hakim Pengawas.

bahwa pemohon dalam permohonannya telah mohon agar Munir Fuady,
SH.MH.LLM diangkat sebagai Kurator atas permohonan mana Termohon/Debitur tidak
mengajukan keberatan, serta yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk itu, maka,
permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan; c

bahwa mensenai besarnya biaya Kurator sebagaimana dimaksud dalam pasal 67
D jo pasal 69'Un lang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, akan ditetapkan berdasarkan Surat
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Keputusan Menteri Kehakiman Rl tanggal 22 September 1998 Nomor M.08-HT.05-10-
Tahun 19598;

hahwa mengenai Hakim Pengawas, karena yang mengetahuitugas dan kesibukan
dari masing-masing Hakim Pengawas yang ada pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
adalah Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, maka beralasan apabila Ketua
Pengadilan Niaga diperintahkan untuk mengangkat Hakim Pengawas dimaksud ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon kasasi/
Termohon asal dinyatakan pailit, maka biaya perkara dibebankan kepada harta pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
sejak putusan pailit dijatuhkan segala harta benda sipailit, berada dalam keadaan tersita,
kecuali harta benda sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Undang-Undang No. 4
Tahun 1998, oleh karena itu permohonan pemohon agar terhadap harta benda Termohon
diletakkan sita jaminan rmenjadi tidak relevan, oleh karena itu harus ditolak;
Meningat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998
dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ;

MENGADILI

Mengabulkan pencabutan permohonan kasasi dari Pemohon kasasa I PT.
PRIMACOAT LESTARI tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi | : P.T. JAYA READYMIX
tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 1998
Nomor : 24/Pailit/1998/PN.Niaga/JKT.PST;

MENGADILI SENDIRI ;

i, Mengcbulkan permohounan pernohen/kreditur PT. JAYA READYM!X untuk
sebagian;

P Menyatakan 1. PT. HUTAMA KARYA, 2. PT. BINA MAINT, dalam keadaan Pailit;

3 Memerintahkan Kelua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim
Pengawas dari Hakim Niaga yang ada pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

4, Mengangkat Munir Fuady, SH.MH.LLM, sebagai Kurator;

5.  Menetapkan besarnya biaya Kurator ditentukan. berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kehakiman Rl tanggal 22 September 1998 Nomor M.08.HT.05-10-Tahun
1998;

G.- Menolak permohonun untuk se'zin dan selebihnya;

d Membebankan biaya permohonan dalam semua tingkat peradilan, yang dalam
tingkat kasasi ini set esar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada harta pailit;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan.Majelis Hakim pada hari
Selasa; tanggal 23 Pebruar. 1999 dengan Johannes Djohansjah, SH. Hakim Agung yang
ditunjuk oleh Ketua Mahikamah Agung sebagai Ketua Sidang, Soekirno, SH dan
Ny. Hj. Marnis Kahar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada
hiari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Fetua tersebut denqgan dinadiri oleh Soekirno, SH dan Ny. Hj. Marnis Kahar, SH. Hakim-
Hakim Anggota, tersebut, dan Sirande Palayukan, SH Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh kedua belah pihak;
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[MAHKAMAH AGUNG Rl |

PUTUSAN
No. 04 PK/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara iriaga dalam "Permohonan Peninjauan Kembali' telah mengambil

putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :
I.  PT.HUTAMA KARYA, berkedudukan di JI. Letjen Haryono MT. Kaveling. 8
Jakarta Timur.
Il. PT. BINA MAINT, berkedudukan di JI. Tambak Timur No. 4 Jakartu Pusat.

Keduatya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DR. Adnan Buyung
Nasuticn, SH. dan Panji Prasetyo, SH, Advokat dan Pengacara pada Kantor
Advok it dan Pengacara Adnan Buyung Nasution & Partners, beralamat
di Wisina Danamon Aetna Life, Lantai 18, JI. Jenderal Sudirman Kaveling
45-46 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret

1998.

Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu P
Termohon Pailit/Para Debitur)

ara Termohon Kasasi/para

melawan

PT. JAYA READYM!X, berkedudukan di Graha Mobisel, lantai 5, beralamat
JI. Buncit Raya No. 139 Jakarta Selatan.
Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi I/ Pemohon Pailit
| /Kreditur.)

dan

PT. PRIMACOAT LESTARI berkedudukan di JI. Yos Sudarso Kaveling 85,
Sunter Jaya, Jakarta Utara. Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Pemohon Kasasi Il/ Pemohon Pailit I/ Kreditur,

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Termohon
Pailit/Para Debitur telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan
Mahkamah Agung di Jakarta tanggal 23 Februari 1999 No. 01 K/N/1999 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termiohon Peninjauan Kembali,
dan turut Térmohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Fara Pemohon Kasasi/ Para
Pemohon Pailit/Para Kreditur dengan posita perkara sebagai berikut :
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bahwa Para Termchon mempunyai sisa hutang kepada Pemohon | sejumlah Rp.
2 083.946.250,- (dua Milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam
ribu dua ratus lima puluh ripiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan
surat konfirmasi tagihan yag telah disampaikan oleh Pemohon | kepada Para Termohon
tertanggal 20 Juli 1998 No. JMX-331/VI1/98/Dir:

bahwa Para Termohor mempunyai sisa Hutang kepada Pemohon |l sejumlah Rp.
263.247.109.32, (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu
scratus sembilan rupiah tiga puluh dua sen). yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
bzardasarkan tanda terima No. 1.666/VIII/97, tanggal 21 Agustus 1997, No. 1670/IX/ 97,
tengga' 9 September 1997, No. 1687/X/97, tanggal 27 Oktober 1997, dan No. 1691/XIl/
87, tertanggal 22 Desember 1997;

bahwa Para Termohon juga mempunyai utang kepada Kreditur lainnya yaitu
1. PT. Inter World Steel Mills Indonesia, berkedudukan di Jakarta, JI. Pangeran
Jayakarta 131 A/ 44-45 Jakarta.
2. PT. Bina Adidaya, berkedudukan di Jakarta, JI. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya
Jakarta Utara.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kiranya Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan para Termohon telah dalam keadaan herhenti membayar hutangnya
kepada Para Pemohon dan karenanya dinyatakan Pailit dengan segala akibat
nukumnya sesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1998.

! Mengabulkan dan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Termohon,
berupa :

Tanah dan bangunan perkantoran berikut turutannya milik Termohon |, yang
terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Iskandarsyah | No. 6 Kebayoran
Baru Jakarta Selatan.
Tanah dan bangunan Perkantoran berikut turutannya yang terletak dan
setempat dikenal sebagai Jalan Let. Jen Haryono M.T. Kav No. 8 Cawang,
Jakarta Timur
- Tanah dan bangunan Perkantoran berikut turutannya yang terletak dan
setempat dikenal sebagai Jalan Tambak No. 4 Jakarta Pusat.
Lift Merk “Gold Star” type MJP-17 kapasitas maksimum 750 kg/11 orang,
peruntukkan: Lift untuk gedung 24 lantai banyaknya 11 unit.
- Harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik Para Termohon lainnya.
Untuk selanjutnya di jual dan hasil penjualan di pakai urituk membayar tagihan
para Pemohon yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.367.195.359.32,- (dua milyar
tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima
puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen), dengan perincian masing-masing yaitu:
untuk hutang Pemohon |

SEHEBAT cireimisiseressessasnranons Rp. 2.083.948.250.00,-
untuk hutang Pemohon Il

SEDESAr .ooovvvvrvriernee i, Rp. 283.247,109.32,-
Jumlah : Rp. 2.367.195.359.32,
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dan ditambah ganti rugi denda keterlambatan pembayaran berupa bunga
“menurut hukum, yaitu sebesar 2 % per-bulan, yang dihitung sejak tunggakan
pembayaran para Termohon kepada para Pemohon, terhitung sejak per 31
Januari 1997 sampai dengan dilaksanakannya pembayaran secara tuntas oleh

Para Pemohon.
4, Menunjuk Kurator, dalam hal ini: Munir Fuady, SH, MH, LLM, selaku Kurator yang
* diangkat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan Hakim Pengawas
guna melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998.

5. Biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Rl tanggal 23 Februari 1999
No. 01 K/N/1999 yang telah berkekuaton hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabull:an pencabutan pPermohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Il: P.T.
PRIMACOAT LESTARI tarsebut.

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. JAYA READYMIX
tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 1998
No. 24/Pailit/1958/PN. Niaga/ Jkt.Pst.

Mengadili Sendiri .

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Kreditur PT. Jaya Readymix untuk sebagian.
Menyatakan 1. PT. Hutama Karya, 2. PT. Bina Maint dalam keadaan Pailit.
Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim
Pengawas dari Hakim Nizga yang ada pada Pangadilan Niaga Jakarta Pusat.
Mengangkat Munir Fuady, SH, MH,LLM sebagai Kurator.

5. Menetapkan besarnya biaya Kurator ditentukain berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kehakiman Rl tanggal 22 September 1998 No. M. 08.HT.05.10 Tahun 1998.
Menolak Permohonan untuk selain dan selebihnya.

T Membebankan biaya Permohonan dalam semua tingkat Peradilan, yang dalam
tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada harta Pailit.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut
i.c putusan Mahkemah Agung Rltanggal 23 Februari 1999 No. 01 I”/N/1999 diberitahukan
kepada kedua belah pihak dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 17 Maret 1999 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan
di kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 22 Maret 1999 permohonan
mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang

diterima-di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga;

" “Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut te!sh
diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 24 Maret 1999,
kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 286, 287, 288 Peraturan
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 1998, yang telah ditetapkan menjacli
Undang-Undang dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1998, permohonan Peninjauan
Kembali a quo besearta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara-cara yang ditentukan Undang Undang, maka oleh karena itu formal dapat

diterima ;

" " . . v
Menimbang, hahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan
alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :
1 Ditemukannya bukti tertulis baru yang sangat penting yang apabila telah diketahui
dan diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali sebelum adanya putusan
perkara a quo, akan menghasilkan putusan yang berbeda ("Novum™).

Novum tersebut adalah sebagai berikut :
a. Bukti pembayaran dari Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT,
Interworld Steel Mills sebagai berikut:
1. Kwitansi No. 0081A/IS/VII/97 tanggal 1 Agustus 1997 dan No. 01854/IS/
IX/97 tanggai 5 September 1997 (untuk Order pembelian/OP No.0100/
HK-BM/RJ/OPNII/ST/SITE tertanggal 23 Juli 1997), Vide P. PK-3, PPK-3A

dan P.PK-3B;

catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp. 53.712.080.00 dan telah dibayar
lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan dua kali pem-
bayaran masing-masing sebesar Rp. 26.022.160,00 dan Rp. 27.689.920,00.

2. Kwitansi No. 0118A/IS/VIII/9T7 tanggal 12 Agustus 1997 dan No. 0200A/IS/
IX/97 tanggal 13 September 1997 (untuk OP No. 0131/HK-BM/RJ/OPNVIII/
97/SITE tertanggal 5 Agustus 1897), vide bukti PPK-4, PPK-4A dan P.PK-4B;
Catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp. 55.648.000,00 dan telah dibayar
lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan dua kali pem
bayaran masing-masing sehesar Rp. 27.824.000,00 dan Rp. 27.824.000,00.

3.  Kwitansi No. 0207A/IS/1X/97 tanggal 22 Desember 1997 (untuk OP No.
0145/HK-BM/RJ/QP/NII/S7/ SITE 1ertanggal 12 Agustus 1997), vide bukti

P.PK-56 dan P.PK-5A;
Catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp. 22.615.760,00 dan telah dibayar

lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali,
4. Kwitansi No. 0232A/IS/IX/97 tanggal 26 September 1997 (untuk OP No.
0177/HK-BM/RJ/OP/ IX/97/SITE tertanggal 4 September 1997), vide bukti

P.PK-6 dan P.PK-BA;
Catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp. 22.615.760,00 dan telah dibayar

lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali.
5. Kwitansi No. 0222A/IS/IX/97 tanggal 30 September 1997 {untuk OP No.
0190/HK-BM/ RJ/OP/IX/97/SITE tertanggal 12 September 1997) vide bukti

PPK-7 dan P.PK-7A;
Catatan : Nilai OP fersebut sebesar Rp. 122.988.505,00 dan telah dibayar

lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali.

6. Kwitansi No. 0236A/IS/IX/97 tanggal 30 September 1997 (untuk OP No.
0207/HK-BM/ RJ/QP/IX/97/SITE tertanggal 25 September 1997), vide bukti
P.PK-8 dan F.PK-8A;
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Catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp. 30.280.800,00 dan telah dibayar
lunas oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali.

7. Kwitansi No. 0240A/IS/IX/97 tanggal 30 September 1997 dan No. 0246A/
18/X/97 tanggal 4 Oktober 1997 (untuk OP No. 0220/HK-BM/RJ/OP/X/ 87/
SITE tertanggal 1 Oktober 1997), vide P.PK9, P.PK-9A, dan P.PK-9E;
Catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp. 39.405.047,20 dan telah lunas
oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan dua kali pembayaran
masing-masing sebfsar Rp. 8.532.000,00 dan Rp. 30.873.047,00.

8. Kwitansi No. 0275A/1S/X/97 tanggal 16 Oktober 1997, No. 0282A/IS/X/97
tanggal 20 Oktober 1997, No. 0290A/IS/X/97 tanggal 22 Oktober 1997, dan
No. 0299A/IS/X/97 tanggal 27 Oktober 1997 (untuk OP No. 187/HK-BM-APE/
OP/X/97 tertanggal 10 Oktober 1997), vide bukti P.PK-10, P.PK-10A,
P.PK-10B, P.PK-10C, dan P.PK-10D;
Catatan : Nilai OP tersebut sebesar USD 39,540.00 dan telah dibayar lunas
oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan empat kali pembayaran
“masing-masing sebesar USD 9,971.00, USD 9,510.00, USD 10,549.00 dan
UsD 9,5610.00. ' -

9. Kwitansi No. 0278A/IS/X/97 tanggal 17 Oktober 1997, No. 0293A/IS/X/97
tanggal 23 Oktober 1997, No. 02988/IS/X/97 tanggal 25 Oktober 1997, No.
0301A/IS/X/97 tanggal 27 Oktober 1997, No. 0316A/IS/X/97 tanggal 30
Oktober 1997, dan No. 0327A/IS/X1/97 tanggal 3 November 1997 (untuk
OP No.329/HK-BM/PL/OP/X/97/REV tertanggal 14 Oktober 1997), vide bukti
PPK11, PPK-IIA, P.PK-1IB, PPK-IIC, P.PK-IID, P.PK-IIE, dan P.PK-11F.
Catatan : Nilai OP tersebut sebesar USD 74,099.00 dan telah dibayar lunas
oleh para Pemohon Peninjauan Kembali enam kali pembayaran masing-
masing USD-10,467.00, USOC 10,461.00, USD 10,340.00, USD. 11,455.00,
USD 10,451.00 dan USD 20,921.00.

Jumlah seluruh utang yang telah terbayar lunas tersebut adalah
Rp.359.821.328,80 (USD 113,639700), vide P.PK13.

b. Bukti pembayaran dari para Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT. Bina
Adidaya, yaitu :
Kwitansi No. 000189 tanggal 22 September 1997, No. 000190 tanggal 22
September 1997, dan No. 000192 tanggal 2 Oktober 1997 (untuk OP No. 0193/
HK-BM/RJ/OP/IX/97/SITE tertanggal 15 September 1897), vide bukti P.PK-12,
PPK-12A, P.PK12B, P.PK-12C, dan P.PK-14.
Catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp. 4.750.000,00 dan telah dibayar lunas’
‘ oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan tiga kali pembayaran masing-
masing sebesar F.p. 2.375.0C0,00, Rp. 475.000,00, dan Rp. 1.900.00,00.
Novum tersehut diatas adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa para
Pemohon Feninjauan Kembali ternyata telah membayar lunas hutang-
hutangnya | epada PT. Interworld Steel Mills sebesar Rp.359.821.328,80 (USD
113,639.00) dan PT. Bina Adidaya sebesar. Rp. 4.750.000,00 sehingga para
Pemohon Peninjauan Kembali secara hukum sudah tidak lagi mempunyai
hutang kepada kedua Kreditur a quo per Tahun 1997 (sebelum diujukannya
permononan Pailit oleh Termohon Peninjauan Kembali).
Terlebih 'agi dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Kasasi PT.
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Primacoat Lestari katena hutang para Pemohon Peninjauan Kembali telah
dibayar lunas dan adanya novum tersebut, berarti dalam perkara ini hanya
terdapat satu Kreditur yaitu Termohon Peninjauan Kembali.

Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa:
“...meskipun Pemohon Il (PT. Primacoat Lestari) mencabut permohonannya
dengan alasan telah dibayar oleh termohon (sekarang para Peninjauan
Kembali),..... juga masih adanya dua Kreditur lainnya (PT. Interworld Steel Mills
dan PT. Bina Adidaya) sehingga syarat adanya minimal dua Kreditur tetap
terpenuhi...” adalah tidak lagi dapat dibenarkan/diterima.

Terdapatnya suatu kekhilafan/kekeliruan hukum yang nyata dalam putusan a quo.

Mahkamah Agung telah secara keliru menafsirkan surat konfirmasi tagihan
hutang No. JMX- 331/VIl/98/Dir tanggal 20 Juli 1998 yang disampaikan oleh
Termohon Peninjauan Kembali kepada para Pemohon Peninjauan Kembali
dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa hutang a quo telah jatuh
tempo dan dapat ditagih, padahal pada surat konfirmasi tersebut sama sekali
lidak disebutkan adanya tanggal jatuh tempo bagi para Pemohon Peninjauan
kembali untuk melunasi hutangnya. Surat konfirmasi tersebut semata mata
merupakan perhitungan besarnya hutang yang ditanggung oleh para Pemohon
Peninjauan Kembali menurut Termohon Peninjauan Kembali. Atas perhitungan
jumlah hutang tersebut, para Pemohon Penln;auag Kembali diminta untuk
memberikan jawabannya dalam jangka waktu empat belas hari, dan apabila
dalam jangka waktu yang ditentukan tersehut para Pemohon Peninjauan
Kembalitidak memberikan jawabannya, maka hutang yang harus ditanggung
oleh para Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar apa yang tertera dalam
surat konfirmasi a quc. Namun demikian, terlepas dari lewatnya jangka waktu
14 hari tersebut, musalah tentang jatuh temponya hutang tidak dapat di-
tentukan secara :iepihak, apalagi hutang in casu belum jatuh tempo.
Dengan demikiar, pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa
hutang para Permohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan
Kembali telah jatuh tempo, adalah jelas tidak berdasar dan karenanya harus
ditolak.
Bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, Debitur
dapat dinyatakan Pailit apabila mempunyai dua atau lebih Kreditur dan ticek
membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Jadi, syarat untuk dikabulkannya Permohonan Pailit adalah harus sedikitnya
terdapat dua Kre ditur dan satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat
ditagih.
Bahwa dengan demikian, telah terbukti dengan sah syarat untuk dapat dikabul-
kannya permohon:n Pailit tersebut nyata-nyata tidak terpenuhi karena dalam
perkara ini terbu<ti hanya terdapat satu Kreditur, dan tidak te-dapat satu
hutangpun yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Termohon Penin-
jauan Kembal' kepada para Pemohon Peninjauan Kembali,
Jikalaupun Mahkamah Agung berpendapat bahwa hutang para Pemohon
Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali telah jatuh tempo
dan dapat ditagih, Permohonan Pailit dari Pemohon Peninjauan Kembali tetap
tidak dapat dikabulkan, mengingat syarat mengenai sedikitnya terdapat dua

Kreditur tidak .erbukti.
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D

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempartimbangkan alasan-
alasan Peninjauan Kembali cari Para Pemohon sehagai herikut

Mengenai keberatan ad 7 !

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena : Bukti-bukti P.PK | dan P.PK2
merupakan bukti tertulis baru yang penting dan menunjukan hahwa Fara Pemohon
Feninjauan Kembali tidak mempunyai hutang lagl kepada PT. PRIMACOAT LESTARI

Bahwa bukti-bukti PPK 3A, 3, 4A, 48, A, 64, 7TA, A, A, 98, 10A, 198, 10C, 100,
11A, 118, 11C, 111, 12A, 128, 12C, 12C dan 14, seamuanya menunjukkan/membuartivan
hahwa Para Pemohon Peninjauan Keimbali tilahy mclunasi semua atangnya kepada BT
INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA dan PT. BINA ADIDAYA.

Bahwa dengan deinikian ticdak ada dua atau lebih Kreditur yang tidak membayar
sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo seperti dimaksud pasal 1 Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998, yang telah ditetapkan menjach
Undang-Undang dengar Undang-Undany No. 4 Tahun 1998.

Bahwa tentang kemungkinan, adanya Kreditur lain sebagaimana dikemukakan
Termohon Peninjauan Kembali dalam jawabannya terhadap alasan permohonan Para
pemohon Peninjauan Kembali yaitu Perseroan High Risk Opportunities Hub Fund
Limited sebaqai Kreditur bagi Termohon Pailit, menurut pendapat Majelis belum dapat
uipertimbangkan, karena hal itu tidak dijadikan dasar dalam permehonan Pailit tanggal

N2

: Desember 1998 No.0622/ATN/XI1/199% yang jadi Perkara kepailitan No. 24/Pailit/ 1928,
Niaga/Jkt.Pst.

Bahwa disamping itu, alat bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kemball untuk
menguatkan dalilnya tentang adanya Kreditur lain itu berupa surat gugatan No. 151
PAt/G/1998/ PN JKL.Tim (T.PK.2) tidak dapat diterima sehagai alat bukti, karena porkaranya
masih dalam tahap pemeriksaan dan helum ada keputusan sama sekalli.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada ad. 1 tersebut diatas,
tanpa mempertimbangkan alasan peninjauan Kembali selebihnya menurut pendapat
Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan
Kembali, yang diajukan oleh Para Pemohon I. PT. HUTAMA KARYA, Il. PT. BINA MAINT
dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1999 No. 01 K/N/
1999 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang
akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peninjauan Kembali ini Termohon

Feninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah maka ia harus membayar biaya perkara,
sedangkan biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat Kasasi di bebankan kepada
Termohon Peninjauan Kerabali dan turut Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Uindang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-
Undang No. 14 Tahu, 1985 dan Peraturan Pemerintah'Pengganti Undang-Undang No.
1 Tahun 1998 yang te'ah ditetapkan menjadi Undang-Undarg dengan Undang-Undang
No. 4 Tahun 1998 serla Undang-Undang lain yang bersangkutan,
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Mengabulkan permchonan Peninjauan Kembali dari Para Pernohon |, PT. HUTAMA

KARYA, Il PT. BINA MAIMNT tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1999 Reg. No. 01

K/N/7999;
MENGADILI SENDIRI

Menolak Permohonan Pailit dari para Pemohon /Para Kreditur;

Menghukum Teimohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam

Peninjavan Kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan
Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 5.000.000,-

Jlima juta rupiah) dan tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Selasa tanggal 6'April 1999 dengan SARWATA, SH Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Sidang,; H. ZAKIR. SH Ketua Muda Mahkamah Agung dan TH. KETUT
SURAPUTRA, SH Wakil Ketua Mahkamah agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang
tersebut dengan dihadiri H. ZAKIR, SH dan TH. KETUT SURAPUTRA, SH Hakim-Hakim
anggota, NY. ANDRIANI NURDIN. SH Panitera Penaganti dengan tidak dihadiri oleh

kedua belah pihak.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal
Direktur Perdata Niaga

| GDE KETUT SUKARATA, SH
NIP : 040012856
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